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ABSTRAK

Fachrudin, Muhammad. Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa N
Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipiladbah Di Kabupaten
Grobogan. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semararigpsen

Pembimbing I: Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dosen Parhbig [I: DR. Nurul

Akhmad, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Analisis yuridis, Status Sekretris BeBi Kabupaten Grobogan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Retaban Daerah dalam
Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretaris Desaddii Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yangeldma ini bukan Pegawai
Negeri Sipil, secara bertahap diangkat menjadi waigBlegeri Sipil sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentangusst®NS bagi Sekdes
merupakan ketentuan baru dalam dunia pemerintahémddnesia, tentunya harus
diyakini sebagai usaha untuk memperbaiki kualitesesm pemerintahan negara
Indonesia secara umum, dan penyelenggaraan pefayseraerintahan di tingkat
desa.

Untuk melaksanakan amanat dari Pasal 202 tersgdmmerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahum 28@ang Persyaratan dan
Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadiv@ediegeri Sipil (PP Nomor
45 Tahun 2007). Dalam Pasal 2 PP Nomor 45 Tahury 208ebutkan bahwa
Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampganlé® Oktober 2004 dan masih
melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Rera@@merintah ini diangkat
langsung menjadi PNS, apabila memenuhi persyaratan.

Tulisan ini mengacu pada tiga pokok permasalahait, ynengenai regulasi
peraturan hukum yang mengatur, implementasi damatpean dan kendala yang
timbul dari pengangkatan Sekretaris Desa menjads IN Kabupaten Grobogan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalagtode kualitatif dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis gandekatan yang mengacu
pada peraturan tertulis beserta implementasinyalaain actionyang berhubungan
langsung dengan sisi-sisi sosiologis di masyarakat

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup permasalategenai dampak
yang timbul dari PP No0.45 tahun 2007 tentang Peatya dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai N&gatj sebagai tidak lanjut
dari Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No.32 T&0# tentang Pemerintahan
Daerah. Dalam penerapanya memiliki banyak kendaila dari sisi yuridis maupun
akibat sosiologis yang ditimbulkan, sehingga dalaah ini Pemerintah seharusnya
melakukan perbaikan terhadap aturan dan pelaksayaag terkait dengan
pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. L atar Belakang

Kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan dan  peks
pembangunan nasional sangat tergantung pada apamgara sebagai abdi
negara yang menjalankan seluruh aktivitas negata sgenjalankan tugas dan

wewenangnya.

“Aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyi (Widjaja 1994
; 54). Aparatur negara merupakan saluran pengaldiampelayanan kepentingan
umum, dalam menjalankan fungsinya, aparatur negaras memperhatikan
perkembangan-perkembangan sekaligus perubahangpembdi lingkungan
masyarakat, dan warga negara pada umumnya. Aparagara adalah subjek
sekaligus objek dalam pembangunan, sehingga peegaatur negara sangatlah

penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aparatur negara baik dari tingkat pusat sanpgkat desa memiliki
peranan yang penting dalam pembangunan nasion&l. Bagawai Negeri Sipil
dari golongan tingkat tertinggi sampai tingkat tefgh maupun non Pegawai
Negeri Sipil. Dengan di sahkannya UU no.32 Tahut¥20entang Pemerintahan

Daerah, maka terdapat beberapa perubahan statusddper aparatur negara



khususnya di tingkat Desa, Sekretaris Desa yanglddiukan Pegawai Negeri

Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintdbaerah pasal 202
ayat (3) menyebutkan bahwa “Sekretaris Desa dasi Hegawai Negeri Sipil
yang memenuhi persyaratan”. Dengan demikian tedgladi perubahan status
Sekretaris Desa dari non PNS menjadi PNS. Untukgater lebih lanjut tentang
hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan pearatyelaksana berupa
Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 Tentang &atapy Dan Tata Cara

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai N&gpdri

Secara keseluruhan, ada beberapa peraruran bemhubungan dengan
pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai N&gdri peraturan-peraturan
tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta&005 Tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 20@htang Ketentuan
Pelaksanaan. Dalam Kabupaten Grobogan sendiri tdishhkan Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 TentRegcalonan,
Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa iddar&e Bupati Kabupaten
Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk PelaksaPeraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Reraza Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa..

Pegawai negeri memiliki peranan yang sangatimpg
dan menentukan karena pegawai negeri adalah upatatar



negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasakim
rangka mencapai tujuan pembangunan nasional vyaitu
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum,
berperadaban modern, demokratis, makmur, adil demdral
tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakaaratpr
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yamg h
menyelenggarakan pelayanan secara maksimal, adil da
merata kepada masyarakat yang dilandasi kesekatagtan
pada Pancasila dan UUD 1945 (Widjaja 1994: 55).

Sekretaris Desa sebagai perangkat desa yangan Pegawai Negeri Sipil
memegang peranan penting dalam pembangunan natout@ma pada tingkat
desa. Sekretaris Desalah yang setiap hari bergagsling dengan masyarakat

yang merupakan bagian dari pelayanan terhadap na&sya

Dengan adanya perubahan status Sekretasa Dnenjadi Pegawai
Negeri Sipil, sedikit banyak akan berpengaruh wabgpelayanan, kesejahteraan
yang diperoleh Sekretaris Desa dan akan berpengatatpada keuangan daerah.
Sehingga dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004aihgn Pemerintahan
Daerah, terutama mengenai perubahan status SékrBesa menjadi Pegawai

Negeri Sipil mendapat tanggapan yang berbeda demgan Sekretaris Desa.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten
Grobogan Agung Sutanto mengatakan, “dari 273 Sakset
Desa di Kabupaten Grobogan yang memenuhi syargadien
PNS hanya 163 orang. Dimana 103 Sekretaris Desa tel
diangkat pada tahap pertama, tahun 2008, tahapuke d
sebanyak 33 Sekretaris Desa pada 2009, serta iteizkh
Sekretaris Desa diangkat pada bulan aprii 2010
http://m.suaramerdeka.com; 2010)



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Retakan Daerah
dalam Pasal 202 ayat (3) mengamanatkan Sekretasa Diisi dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekrefaesa yang ada selama ini
yang bukan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahapgllat menjadi Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangagase Pengangkatan
Sekretaris Desa sebelum adanya peraturan ini di¢ekdengan Surat Keputusan
Bupati, Surat Keputusan Pembantu Bupati, Sekrefzaierah, Pejabat lain yang
ditunjuk oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa. Pegkman tersebut tidak
dalam status Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan temntstatus PNS bagi Sekretaris
Desa yang merupakan ketentuan baru dalam duniarimaman di Indonesia,
tentunya harus diyakini sebagai usaha untuk merapertkualitas sistem
pemerintahan negara Indonesia secara umum, daelpaggaraan pemerintahan
di tingkat desa secara khusus. Walaupun setiagakeli publik selalu tidak
dapat dilihat sepihak dari kacamata ilmu adminsstsaja, melainkan juga harus
dipandang dari kajian ilmu politik. Dalam Peratui@emerintah No.45 Tahun
2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengandkekaetaris Desa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil, diatur beberapa hal pentieggenai persyaratan dan tata
cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PegawgeriN Sipil. Dalam
pengaturannya terdapat ketentuan yang memungkifekmetaris Desa yang
dapat diangkat langsung menjadi PNS, yaitu Seksesa yang telah diangkat

dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004néksanakan tugas



hingga berlakunya Peraturan Pemerintah No.45 T@00i@ Tentang Persyaratan

Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Mdtgadwai Negeri Sipil.

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desmyaj kebijakan ini tentu saja
menimbulkan kecemburuan dan rasa diskriminasi. fSkecemburuan itu bisa
saja diwujudkan dengan kurangnya semangat dan asotkerja dari Kades dan
Perangkat Desa lainnya dan menyerahkan sepenulekerjgan adiministrasi
kepada Sekretaris Desa. Di lain pihak banyak arajggang menyatakan bahwa
tanggung jawab dan beban tugas Sekretaris Desalgdiiin berat dari tugas
Perangkat Desa lainnya dan bahkan dari Kades gekdrena urusan-urusan
teknis cenderung diserahkan kepada Sekretaris Besmngkan urusan yang
sifatnya politis barulah menjadi tanggung jawab é&adengan adanya ketentuan
ini dianggap sebagai penghargaan bagi Sekretass. DRertanyaan-pertanyaan
pesimis banyak muncul terkait dengan kebijakan isgperti bagaimana
perhitungan masa kerja, apakah dihitung dari séjakgkat menjadi Sekretaris
Desa atau sejak diangkat PNS? Bagaimana sistener kgrémbinaan, dan
pengawasan yang diberikan kepada Sekretaris De&até@iebut? Bagaimana
jenjang eselonisasinya, apakah diberikan eselora sdengan Sekretaris Lurah
(Seklur) atau jabatan ini tanpa eselon? Serta bege ketentuan pensiunnya?
Secara umum, kehadiran Pasal 202 ayat (3) UndadgignNomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut telaliminelkan polemik, baik

pada diri Sekretaris Desa sendiri sebagai unsureRetah Desa, Kepala Desa,



serta perangkat Desa lainnya. Permasalahan yarng irsaaihadapi dalam
implementasi ketentuan tersebut adalah adanya geshepandangan khusunya
Pemerintah Desa sendiri terhadap kemungkinan hadiantangan dan peluang

yang muncul terkait ketentuan tersebut.

Permasalahan lain yang menimbulkan pro datr&adalah bahwa tidak
semua Sekretaris Desa yang sekarang aktif serta mapat di angkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat menjadi PegaiNageri Sipil adalah
Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan sesugaméeraturan Pemerintah
No0.45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata @argangkatan Sekretaris
Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menurut PP Nol4bhun 2007 Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretasa Dlenjadi Pegawai
Negeri Sipil. juga disebutkan bahwa Sekretaris Bese tidak diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil, akan diberhentikan Bupati danya mendapat tunjangan.
Tentu saja ini akan menuai protes keras dari pataefaris Desa yang tidak

memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaan pandangan dan tanggapan inilahg yaerpeluang
menimbulkan masalah dalam pemerintahan daerah akeny berpengaruh pada
profesionalitas kerja Sekretaris Desa dalam mamkala fungsi pelayanan

terhadap masyarakat.



Hal inilah yang mendasari penulis untuk m#inpermasalahan dengan
mengambil judul penelitiarnalisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa
Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai NegerilI)aerah Di Kabupaten

Grobogan.

1.2. Identifikas Dan Pembatasan M asalah

Dengan berlakunya UU No0.32 ahun 2004 Tentang Pataban Daerah,
Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratammisesngan yang telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah no.45 Tahun 2007 Telargyaratan Dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai N8gaiakan diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Kabupaten Grobogemgelurkan Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 TerRangalonan, Pengangkatan
dan Pemberhetian Perangkat Desa dan Peraturani Bapajpaten Grobogan No.10
Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratiaaral® Kabupaten Grobogan
Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Penganglddan Pemberhentian
Perangkat Desa. Dengan adanya status baru bagt&&kiDesa, diperlukan adanya
tata cara perubahan yang dapat manjadi standeasiqgeal, sehingga tidak terjadi
mall administrasi. Permasalahn-permasalahan yang kemudian muncul hadala
mengenai para Sekretaris Desa yang tidak memerusyaratan sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.45 TahQn 26ntang Persyaratan Dan
Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi waegélegeri Sipil.

Pemberhentian para Sekrertaris Desa yang tidak meémepersyaratan akan



menimbulkan rasa ketidak adilan, sehingga impleagmpasal 202 ayat (3) UU
NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah vyalagjuilkan dengan
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 Tentangyd&atan Dan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai N8gefitersebut menimbulkan

banyak polemik dalam masyarakat.

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, aéelij ini tentu saja
menimbulkan kecemburuan dan rasa diskriminasi.pfSkecemburuan itu bisa saja
diwujudkan dengan kurangnya semangat dan motivasja kdari Kades dan
Perangkat Desa lainnya dan menyerahkan sepenukhkggaan adiministrasi kepada
Sekretaris Desa. Di lain pihak banyak anggapan yaegyatakan bahwa tanggung
jawab dan beban tugas Sekretaris Desa jauh leb@t bari tugas Perangkat Desa
lainnya dan bahkan dari Kades sendiri, karena nrusasan teknis cenderung
diserahkan kepada Sekretaris Desa, sedangkan uyasgnsifatnya politis barulah
menjadi tanggung jawab Kades. Dengan adanya ketent dianggap sebagai
penghargaan bagi Sekretaris Desa. Pertanyaan-pastarpesimis banyak muncul
terkait dengan kebijakan ini, seperti bagaimanahipergan masa kerja, apakah
dihitung dari sejak diangkat menjadi Sekretaris &Desau sejak diangkat PNS?
Bagaimana sistem Kkarier, pembinaan, dan pengawgaag diberikan kepada
Sekretaris Desa PNS tersebut? Bagaimana jenjatonsssinya, apakah diberikan
eselon sama dengan Seklur atau jabatan ini targban@sSerta bagaimana ketentuan

pensiunnya? Secara umum, kehadiran pasal terselalt menimbulkan polemik,



baik pada diri Sekretaris Desa sendiri sebgai uRsimerintah Desa, Kepala Desa,
serta Perangkat Desa lainnya. Permasalahan yang isiaadihadapi dalam

implementasi ketentuan tersebut adalah adanya gesbepandangan khusunya
Pemerintah Desa sendiri terhadap kemungkinan hadtemtangan dan peluang yang

muncul terkait ketentuan tersebut.

1.3. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan identifikessatah yang telah kami
kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalaly yBajukan dalam
penelitian ini adalah:

(1).Bagaimanakah dasar yuridis peraturan-peraturan yagrgdasari perubahan
status Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipiljadefegawai Negeri
Sipil?

(2).Bagaimanakah implementasi peraturan tentang peanbatatus Sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ggah?

(3).Apa kendala dalam pengimplementasian perubahanssg&kretaris Desa

menjadi Pegawai Negeri Sipil?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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(2).Untuk mengetahui dasar hukum peraturan yang mendasabahan status
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(2).Untuk mengetahui implementasi peraturan tentangbadran Sekretaris Desa
menjadi Pegawai Negeri Sipil di dalam kehidupanyaeskat

(3).Untuk mengetahui kendala dalam pengimplementasiarubphan status

Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil

1.5. Kegunaan Pendlitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitiaadalah:
1. Bagi Sekretaris Desa

a. Manfaat secara teoritis, dapat dijadikan salah sathana pengembangan
ilmu pengetahuan kemasyarakatan khususnya bagiSedrataris Desa di
Kabupaten Grobogan.

b. Manfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagaukaasmengenai upaya-
upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mempermuordsies perubahan
status Sekretaris Desa dari non Pegawai Negerl 8ipnjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

2. Bagi Masyarakat
Dapat memberi informasi kepada masyarakat mengeatais Sekretaris Desa

menjadi Pegawai Negeri Sipil.
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3. Bagi Pemerintah
Dapat dijadikan kajian bagi pemerintah khususny&amndabidang proses
perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai N&igédrienjadi Pegawai
Negeri Sipil Daerah, pemerintahan daerah mengenanggwasan,

pengembangan, dan pengelolaan kepegawaian terGeknetaris Desa.

1.6. Sistematika Skrips

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagiawal, bagian pokok, dan
bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dampul sampai dengan
bagian sebelum bab pendahuluan. Mulai bab pendamutampai dengan
penutup merupakan bagian pokok, sedangkan bagsamae itu merupakan
bagian akhir.

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembarsday berlogo
Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13empar judul, lembar
pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dantpkan, kata pengantar,
lembar abstrak, daftar isi, daftar bagan, dan d&ftapiran

Bagian isi skripsi yang memuat:

BAB 1 : pendahuluan, bagian ini adalah bab pertak@psi yang
mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yanli,dite
mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Olebnkaitu,

bab pendahuluan memuat uraian tentang latar bejakasalah



BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5
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penelitian, identifikasi masalah, batasan masapsmtumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sisteamat
penulisan skripsi.

. tinjauan pustaka, berisi tentang kajianré¢éi&@ yang menjadi
dasar-dasar penelitian seperti teori politik hukimplementasi
hukum, dan teori keadilan.

: metode penelitian, bagian ini berisi lokagnelitian, fokus
penelitian atau fariabel penelitian, pendekatardistsunber
data, penelitian, alat dan teknik pengumpulan dadtgektifitas

dan pengesahan data, model analisis data.

: hasil penelitian dan pembahasan, bagiagang berisi hasil
penelitan dan pembahasan mengenai perubahan status
Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjadia®ai
Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

. penutup, bagaian ini berisi pernyataan singkat yaamberi
jawaban atas masalah yang ada dalam pengimplensntas
pengankatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai N8gekidi
Kabupaten Grobogan serta saran-saran yang dapat

dilaksanakan.

Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftastpka dan lampiran-

lampiran data dan surat-surat ijin penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Otonomi Daerah

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintaherahdaalam sistem
administrasi Negara Indonesia, maka sejak proklakesserdekaan sampai sekarang
Negara Indonesia telah mengeluarkan banyak Undamigitdy tentang pemerintahan
daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomoréfun 1948 Tentang
Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nombatun 1957 Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah kemudian diperbatlangan UU no.18 Tahun
1965 Tentang Pokok-Pokok pemerintahan Daerah. Ulkemudian diperbaharui
lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tegnt&wokok-Pokok

Pemerintahan Daerah.

Setelah era reformasi ada beberapa UU yang mengatiang Pemerintahan
Daerah juga, antara lain: Undang-Undang Nomor 22umal999 Tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tab0# Zentang Pemerintahan
Daerah. UU tersebut kemudian diperbaharui dengataknUndang Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Péinggdang Undang Nomor 3
Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangoN@2 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Unddag,yang terakhir adalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun82U@ntang Perubahan

13
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TgnRamerintahan Daerabh.
melalui Undang-Undang tersebut Indonesia menyekmadign pemerintahan daerah

dalam sistem administrasi pemerintahanya.

2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

"Secara etimologis, kata otonomi berasal dari baHasn auto yang
berarti sendiri damumeinyang berarti peraturan, atau undang-undang. Maka
autonomberarti mengatur sendiri atau memerintah senBialam arti luas
adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tasegdiri’ (Widjaja,

2005:7).

Menurut Prof. Soepomo menyatakan bahwa otonomiatiasebagai
prinsip berarti menghormati kehidupan regional menuiwayat, adat, dan
sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatu@p @aerah memiliki historis
dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat déat daerah lain. Oleh karena
itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan ysergiaksud untuk

menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 nal2004
pasal 1 (5), otonomi daerah adalah hak, wewenangkdaajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri uryEamerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ginddang yang

berlaku.
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Daerah otoonom atau daerah adalah kesatuan maalydmakum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenaeggatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan na&ksyasetempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi m@s@tadalam sistem
NKRI, sedangkan otonom untuk mengatur dan mengseasliri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempsuaiselengan

peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Tujuan Otonomi daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otoma@iah adalah
terciptanya otonimi daerah yang nyata dan bertamggawab. Secara esensi
dari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung baadalah sebagai

berikut:

1. Otonomi harus riil atau nyata, dalam arti bahwa
pemberian otonmi kepada daerah harus didasarkan
pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan
tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-
benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan
secara nyata mampu mengurus rumah tangganya
sendiri.

2. Otonomi daerah harus merupakan otonomi yang
bertanggung jawab,dalam arti bahwa pemberian
otonomi harus sejalan dengan tujuanya, Yyaitu
memperlancar pembangunan yang tersebar
diseluruh pelosok tanah air, serasi dengan
pembinaan politik dan kesatuan bangsa menjamin
hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat
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dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan,
menjamin perkembangan dan pembangunan daerah
(UU No.32 Tahun 2004)

2.2. Pegawai Negeri Sipil

2.2.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahu@9IPentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197éngriPokok-Pokok
Kepegawaian pasal 1 menyebutkan;

"Pegawai Negeri adalah setiap warga
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan, diangkat oleh pihak yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri atau diserahi tugas-tugas negara lainya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku”.  (Undang-Undang pokok kepegawaian,
1999: 3)

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang nomor 43 tahu@® Ifianyebutkan

bahwa:

1) Pegawai Negeri terdiri dari:

a) Pegawai Negeri Sipll

b) Anggota Tantara Nasional Indonesia, dan

c) Anggota Kepolisian Republik Indonesia
2) Pegawai Negeri Sipil Terdiri Dari:

a) Pegawai Negeri Sipil Pusat

b) Pegawai Negeri Sipil Daerah

(UU No0.43 Tahun 1999)

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43ufath999 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197taigrPokok-Pokok

Kepegawaian pasal 3, juga menyebutkan bahwa Pedéagairi berkedudukan
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sebagai unsur-unsur aparatur negara yang bertugasbenikan pelayanan
kepada masyarakat secara profesional, jujur, adidn merata dalam

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dapeddangunan.

Dalam berpedoman penjelasan diatas, maka gemgEegawai Negeri
Sipil adalah setiap warga negara yang telah teolelt segala aturan yang
menyangkut kepegawaian dalam jabatan negara secaram,

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

2.2.2. Struktur Pegawai Negeri Sipil

2.2.2.1 Pegawai Negeri Sipil Pusat

Menurut Undang -Undang Republik Indoad$éomor 43 Tahun
1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noma@ah8miTr 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat (2ufla, Pegawai
Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yaggjinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjardjedan
bekerja pada kementerian, lembaga pemerintahankeorenterian,
kesekretariatan lembaga tinggi negara, instansiikeérdi daerah
propinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilaru atipekerjakan
untuk menyelenggarakan tugas negara lainya.

Dengan beraneka ragamnya tempat tugas dan

keberadaan Pegawai Negeri Sipil Pusat, bahwa
lingkup kepegawaian mereka yang menjadi urusan



18

resmi pemerintah dan instansi atau instansi
ditempat mereka bertugas atau tidak bertugas itu
akan berlaianan antara satu dengan yang lainya,
walaupun prinsip dan peraturan dasarnya mungkin
sama yang seharusnya atau yang memang
diberlakukan terhadap mereka. (Hartini,2007: 37)

2.2.2.2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia NomoiTdBun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Td®Td4 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (2) hurufega®ai Negeri Sipil
Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Progatsipaten/kota yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapataan damj8dédaerah dan
bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupatéa/&tau dipekerjakan

pada instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Grobogahahd@egawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebangada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Groboganbekerja pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Grobogamgiat dan
bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grob@&gaetariat Daerah

Kabupaten Grobogan dengan seluruh jajaran organigiagkunganya yang
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terdiri dari Asisten, Bagian, Sub Bagian. termasti&kretariat DPRD
Kabupaten Grobogan

.(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, tefaliri
a. Sekretaris Daerabh;
b. Asisten Pemerintahan, membawahkan :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a) Sub Bag Pemerintahan Umum;
b) Sub Bag Otonomi Daerabh;
c) Sub Bag Pertanahan.
2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
a) Sub Bag Administrasi Desa dan Kelembagaan,;
b) Sub Bag Perangkat Desa;
c) Sub Bag Kekayaan Desa.
3. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia,
membawahkan :
a) Sub Bag Perundang-undangan;
b) Sub Bag Advokasi, Sosialisasi Hukum dan
Hak Azasi Manusia;
c) Sub Bag Dokumentasi Hukum.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan,
membawahkan :
a) Sub Bag Hubungan Masyarakat;
b) Sub Bag Protokol;
c) Sub Bag Pengelolaan dan Penyaringan
Informasi.
c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
a) Sub Bag Sarana Perekonomian;
b) Sub Bag Produksi dan Sumberdaya Alam;
¢) Sub Bag Bina Badan Usaha Milik Daerah.
2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
a) Sub Bag Penyusunan Program;
b) Sub Bag Pengendalian Pembangunan;
c) Sub Bag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a) Sub Bag Agama,;
b) Sub Bag Pendidikan dan Kesehatan;
c) Sub Bag Sosial.
4. Bagian Pengolahan Data, membawahkan :
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a) Sub Bag Masukan dan Pengolahan Data;
b) Sub Bag Jaringan Komunikasi Data;
c) Sub Bag Pengembangan Sistem dan Program.
d. Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur,
membawahkan :
a) Sub Bag Kelembagaan;
b) Sub Bag Tata Laksana dan Kepegawaian;
c) Sub Bag Pendayagunaan Aparatur dan
Akuntabilitas Kinerja.
2. Bagian Keuangan, membawahkan:
a) Sub Bag Perencanaan Anggaran;
b) Sub Bag Perbendaharaan dan Verifikasi;
¢) Sub Bag Akuntansi dan Pelaporan.
3. Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahkan :
a) Sub Bag Tata Usaha Bupati;
b) Sub Bag Tata Usaha Wakil Bupati;
c) Sub Bag Tata Usaha Sekretaris Daerah dan
Asisten Sekretaris Daerah.
4. Bagian Umum, membawahkan :
a) Sub Bag Kesekretariatan, Sandi dan
Telekomunikasi;
b) Sub Bag Rumah Tangga;
c) Sub Bag Perlengkapan dan Pemeliharaan.
(Perbub.Grobogan, No24 Tahun 2008)

Selain Sekretariat Daerah ada juga Lembaga T&kaesah yang lain seperti:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi :

A. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

. Inspektorat;

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

. Badan Ketahanan Pangan;

. Badan Pemberdayaan Masyarakat;

. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana,;

. Badan Kepegawaian Daerah;

. Badan Lingkungan Hidup;

. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyaraka
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati

Soemodiardjo Purwodadi;

OrWNPE

© 0N
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10. Kantor Perpustakaan Daerah; dan
11. Kantor Arsip Daerah.
(Perda Grobogan No.9 Tahun 2008).

Pegawai Negeri Sipiil Daerah adalah pegawai negeaka seluruh
ketentuan Pegawai Negeri Sipil berlaku secara msutautandis kepada

mereka yaitu sama dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat

2.3. Desa

Perkataan desa, dusun, desi, seperti juga halmgadeyerkataan negara,
negeri, negari, nagari,negory (dari perkataan rmaggrasalnya dari perkataan
sankskrit, yang artinya tanah air, tanah asal,htdmdahiran. “Yang dinamakan
desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertenmggfat suatu masyarakat
yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri” \(itliaja, 1993:18).

Mengenai pengertian atau apa yang dimengerti sellega itu sendiri,
sampai sekarang belum ada keseragaman pendadang&n para sarjana. Ada
beberapa cara pendekatan untuk dapat menjawanysatg apakah desa itu
sesungguhnya. Cara-cara pendekatan yang lazim akgonorang ialah cara
pendekatan sosiologis kultural, demografis, yuritbsmal, dan administrasi
negara atau ketatanegaraan.

Suatu masyarakat yang tingkah laku dan kehidupadiatar dan diurus
menurut adat tertentu, disebut masyarakat hukunh ted@ntu, atau disingkat

masyarakat hukum. Dalam hal yang bersangkutan kengiasyarakat menurut
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pertalian daerah atau kekerabatan, masyarakaisgbut masyarakaenealogis
Bila menurut daerah tertentu, disebut masyarakatorial.

Desa di Indonesia dikenal sebagai suatu kebulatamdan masyarakat
yang homogen. Anggota masyarakatnya masih menusjukktanan hubungan
primer dimungkinan tatap mukanya lebih menonjoi dada tatanan masyarakat
administratif formal. Desa diatur dalam tatanardisi@nal yang melembagakan
konvensi adat-istiadat yang tumbuh dalam kehidupasayarakat desa. Adat-
istiadat ini menghargai suara anggotanya secarabseig, sejajar dan tidak
menonjolkan pertentangan yang antagonistik. Keseradan keharmoisan ini
tumbuh sesuai dengan karakteristik lingkungan kylung berbeda-beda.

Dengan pendekatan itu, desa adalah istilah bahasayjang menunjukan
suatu bentuk satuan masyarakat hukum adat jawauBesatuan masyarakat
hukum adat lainnya di sebut dengan istilah laimpul

Menurut A.W Widjaja (1993: 12) Yang dinamakan die¢ah:

suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suat
masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahdiri.se

Desa terdiri dari hanya satu tempat kediaman makgtisaja,

ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberagakidesa

dan beberapa tempat kediaman sebagian dari maayargtum

yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuarmatéimggal

sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan

ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertamgah

perikanan darat,(empang, tembak dan sebagainye)) tautan
dan tanah belukar.(Widjaya, 1993:12)
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2.4. Sekretaris Desa

2.4.1. Pengertian Sekretaris Desa
Menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 hgnersyaratan
Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Mdpgdiwai Negeri Sipil,
pengertian Sekretaris Desa adalah Perangkat Dewp bertugas membantu
Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi perteran dan pembangunan

serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2.4.2 Tugasdan Wewenang Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabu@atdgogan No 11.
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Tdta Kerja
Pemerintah Desa, Sekretaris Desa memiliki tugas wlewenang sebagai
berikut:

Sekretariat Desa

Pasal 10

(1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unstir sta
yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya serta dipimpin Sekretaris
Desa.

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan
fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan.

(3) Sekretaris Desa melaksanakan :

a. urusan pemerintahan;

b. urusan pembangunan dan perekonomian;
c. urusan kesejahteraan rakyat;
d. urusan keuangan; dan
e. urusan umum.
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(4) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa dibant
oleh paling sedikit 3 (tiga) Kepala Urusan dan
paling banyak 5 (lima) Kepala Urusan.

(Perda Kab.grobogan No.11 tahun 2006)

2.5. Teori Politik Hukum
Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarka
rasio, ia melihat jelas adanya hubungan antard dda
hakikat dari alam semesta dengan sifat dan hakikai
kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikirashari
filsafat politik adalah bahwa peroalan-persoalanngya
menyangkut alam semesta, harus dipecahkan dullusebe
persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-dapat
ditanggulangi. Menurut John locke, filsafat politérat
hubunganya dengan etika filsafat sosial.(Budihazia08;
44)
Hukum memang sangat erat Kkaitanya dengan politigtias
pambentukan peraturan perundangan selalu diwarrengash berbagia
kepentingan politik yang diwakili oleh anggota dewgang merupakan

representasi dari masyarakat yang memilihnya séaagaung melalui Pemilu.

Proses pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentangeinhtahan
Daerah dapat dikatakan sebagai proses pembentukamhyang paling lama
dibanding dengan proses pembentukan undang-undang hinya karena
terjadi benturan gelombang politik selama proses\gahasanya. Benturan
politik terjadi karena adanya perbedaan pandangamang pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah,skdyasyang mengatur tata

cara pencalonan kepala daerah.
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Pembentukan pansus menunjukkan bahwa pembentukasuspa
didasarkan pada tradisi politik yang ada di DPRs&é&ma ini, yaiti fraksi yang
besar secara otomatis mendapatkan porsi keanggpsamanbesar pula dalam
pansus, dan sebaliknya fraksi yang kecil secavaatis pula mendapat porsi
keanggotaan pansus yang kecil juga. Pembentukasupatengan cara seperti
ini berakibat besar pada jalanya interaksi poldd&dam proses pembentukan
RUU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Hataban Daerah.
Pengaruh tersebut meliputi:

Pertama, tidak adanya kesejajaran komunikasi dalam

pembahasan RUU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan daerah. Kedua, adanya hegemoni

politik oleh anggota pansus dari fraksi besar. ¢getadanya

dominasi wacana politik dari fraksi-fraksi besareekpat,

kurang terakomodirnya kepentingan politik anggotasus

dari fraksi-fraksi kecil (Nurul Akhmad, 2008;2).

Hukum dan politik memang bagaikan dua mata koingyan
saling berdampingan yang tidak dapat dipisahkalitjpdan hukum
memang saling mempengaruhi dan saling mengikat dahgan
yang lain. Politik merupakan salah satu unsur ysawggat penting
dalam proses terbentuknya hukum yang dihasilkah @&enbaga
legislatif yang berwenang untuk membentuk undargpng.

Banyak teori yang menggambarkan bagaimana hubuagtara

politik dan hukum yang selalu tidak dapat dipisahk&erikut adalah

teori-teori yang berhubungan dengan hukum danikolit
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Menurut Robert Seidmen
Secara konstruksi teori Robert Seidmen yang dikakisoleh Satjipto
Raharjo dalam kerangka pembuatan Undang-Undang N&&drahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah dapat digambarkanaddsxgut:
Bagan 2.1

Bagan teori politik hukum oleh Robert Seidmen:

Faktor-Faktor Sosial

- <o
- ~
-~ S
e N
- N

_,| DPRRIdan Panja - )
N 4 Umpan Balik
,"Umpan
i Balik
' Pemegang
. Pemda peran/sasaran
- . Prov/Kab/Kota > hukum:
KPUD konstituen, stake
holders
Faktor-Faktor Sosial Faktor-Faktosi@b

(Satjipto Raharjo,1980; 27)
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Teori ini digunakan untuk melakukan anlisis tentpegibetukan hukum yang
merupakan proses dari bekerjanya hukum yang tidpksl dari pengaruh sosial,

lingkungan dan personal.

Untuk penajaman analisis tentang bekerjanya hukamg tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh sosial, lingkungan darsqmed, maka teori ini akan

didukung dengan sejumlah teori, yaitu:

(1).Teori dari Donald Black, yang mengatakan bahwaw as qualitatif variable”
dan “The quantitative of law is the amoung of gowveent authority, brought of
bear on a person or groty Donald Black, 1989; 8) yaitu bahwa hukum sebag
salah satu variabel. Dalam bekerjanya dipengarlgh wariabel lain, terutama
variabel otoritas atau kekuasaan. Itulah sebabegalilan dalam hukum adalah
keadilan yang lebih mencerminkan keadilan merekeyyaemiliki otoritas atau
yang lebih berkuasa.

(2).Satjipto Raharjo, “teori pembentukan hukum yang deatis dan pandangan-
pandangan dasarnyax{omg seperti bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh
sistem yang lebih luas yang disebuper systen(Satjipto Raharjo, 1985; 71).

(3).Teori dari Bredemier, “tentang bekerjanya hukurakidlapat dilepaskan dari
asupan dari bidang-bidang lain seperti bidang ekon@olitik dan budaya.”

(William, 1962; 73). Jeremy Bentham “Thoery of L&gtion” yang mengatakan
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pembentukan hukum tidak hanya persoalan logikasgolar dan semacamnya,

tetapi lebih luas menyangkut persoalan sosioldgggjipto Raharjo, 1991;143).

2.7. Teori Penegakan Hukum
Bagan 2.2
Teori Joseph Golgstein tentang penegakan hukum

Full enforcement

T

/ \

Actual enforcement areano enforcement
/ adanya diskresi penegakan hukum

( Nurul Akhmad, 2008;10)

Atas dasar kontruksi pemikiran Joseph Goldstaiatadi maka memberi

pemahaman bahwa, implementasi Undang-Undang NoédraBun 2004 Tentang
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Pemerintahan Daerah tidak mungkin dapat dilaksanalegaratotal enforcement
ataufull enforcementkarena adanya keterbatasan hukum. Pengangkataets8ek
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang merupakaanaindari Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah meyupakan hal menarik

yang perlu di teliti menggunakan teori penegakatuhudari Joseph Goldstain.

Teori joseph Goldstein tentu saja bertentangagaleteori kedaulatan hukum

yang mengatakan

Yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaanntggii
didalam suatu negara itu adalah hukum itu senkarena
baik raja atau penguasa maupun rakyat atau wargemeg
bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepadanmu
semua sikap, tingkah laku dan perbuatanya harusaises
dengan hukum. Jadi menurut Krabbe, yang berdatlat i
adalah hukum(Soehino, 1998; 156).

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada atucmdeS of rules dan
peraturan regulationg, namun mencakup bidang yang luas, meliputi skt
lembaga dan proseprpcedurg¢ yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang

hidup dalam masyarakdiving law) dan budaya hukunte@al structure.

“Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukitu terdiri dari
struktur hukum légal structur@, substansi hukumlggal substangedan budaya

hukum (egal kultup”(Lawrence Friedman, 1984;6).
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Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatdan yudikatif serta
lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepalif?engadilan, Komisi Judisial,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-laied&gkan substansi hukum
adalah mengenai norma, peraturan maupun undangwgn8adaya hukum adalah
meliputi pandangan, kebisaaan maupun perilakundasiyarakat mengenai pemikiran
nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum ybedaku, dengan perkataan lain,
budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sos@aitang bagaimana hukum itu

diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

2.8. Teori Keadilan

Menurut kebanyakan pemikir tujuan utama politik tmkialah menjamin
keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemértintsarus mengimbangi
kepentingan umum dengan dengan kepentingan-kepgantimainya. Pertanyaan
pertama yang muncul dalam pikiran dan mesti dijadeatgan jelas adalah: “apakah
arti keadilan itu?” Sebelum konsep keadilan ineldigkan, seluruh upaya kita akan

menjadi sia-sia atau, paling tidak, sulit bagi kithuk menghindari ketidak adilan.

“Kata adil digunakan dalam empat hal, antara le@seimbangan, persamaan
dan non diskriminasi, pemberian hak kepada yangakedan pelimpahan wujud
berdasarkan tingkat dan kelayakan” ( Ruslan Abdut®07;34)
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(1). Keadilan adalah keseimbangan.

Adil disini berarti keadaan yang seimbang. Apabila
kita melihat suatu sistem atau himpunan yang mkimili
beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertenkanmesti
ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat peti@ps
bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Denga
terhimpunnya semua syarat itu, himpunan ini bisaaban,
memberikan pengaruh yang diharapkan darinya, dan
memenuhi tugas yang telah diletakkan untuknya.

(2). Keadilan adalah persamaan dan non kontradiksi.

Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan
penafikan terhadap diskriminasi dalam bentuk apafetika
dikatakan bahwa “si Fulan adalah orang adil”, ydimgaksud
adalah bahwa fulan itu memandang semua individaraec
sama rata, tanpa melakukan pembedaan dan pengatamaa
Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaa
(3). Keadilan adalah pemberian hak kepada pihakg yan
berhak.

Pengertian ketiga keadilan ialah pemeliharaan faék-h
individu dan pemberian hak kepada setiap obyek yayak
menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalalermpgpan
dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Peager
keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keaditang harus
dihormati di dalam hukum manusia dan setiap indioénar-
benar harus berjuang untuk menegakkannya.

(4). Keadilan adalah pelimpahan wujud berdasarlkagkat
dan kelayakan.

Pengertian keadilan yang keempat ialah tindakan
memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, ddakti
mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkmak
mewujudkan dan menyempurnakan padahal itu telabdé.

( Ruslan Abdullah, 2007;35)
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BAB 3
METODE PENELITIAN

Dasar Penedlitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuafitaiPenelitian
kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dagakriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan aleuil yang dapat
diamati”’(Moleong,2002:3).

Jenis penelitian kualitatif dipilih karenagikal penelitian ini adalah
penelitian hukum terapan dengan mengidentifikaguhudan efektifitasnya
secara holistik. Metode ini menggunakan secaraslamng hakekat hubungan
antara peneliti dan responden. Metode ini lebih apelan lebih dapat
menyelesaikan diri dengan banyak penajaman pendnsama dan terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi berkaitan dengan paglgatan Sedes menjadi
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yusdsologis $osio-legal
approach).

Pendekatan secara yuridis berarti penelitiami@ncakup
penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematikanmutaraf
sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandirggum,
sedangkan pendekatan sosiologis berarti “penelitiarakan
mengidentifikasi hukum danefektifitas hukum, artinya

penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitssial atau
kenyataan yang hidup dalam masyarakat dari suaotigng

32
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hukum, di mana hukum mengatur ketentuan mengesayapg
seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan(Arikli@86: 51)

Penelitian ini akan melihat realitas sosial ldpangan mengenai
perubahan status Sekretaris Desa non Pegawai N&igdrimenjadi Pegawai

Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

3.2. Lokas Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Grobogaméd®gan dilakukan
pada Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainya s@syarakat umum.
Penelitian dilakukan kepada Sekretaris Desa baig yalah diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak diangkat jeténPegawai Negeri

Sipil.

3.3. Definis Operasional
3.3.1. Pengertian Analisis Yuridis

Secara harfiah, analisis yuridis berarti pengamdéainsisi hukum.
menurut Roro pengertian analisis yuridis adalalatiskajian baik teoritis
maupun praktis mengenai hal-hal yang terkait dempgagambilan suatu
kebijakan tertentu dari mulglanning, implementatigrevaluasi sampai

monitoring’ (Ekowati, 2009;12).
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Bagan 3.1

Variabel proses analisis yuridis

Masalah yang mungkin muncul:

(1) Kesulitan teknikal

(2) Keberagaman perilaku kelompok sasaran
(3) kelompok sasaran, porsentase dari

populasi
A \
Kemampuan Implementasi Variabel bukan Perundang-
Struktur Perundang- Undangan mempengaruhi
Undangan: implementasi:

(1) Kejelasan dan konsistensi
(1) Kondisi social ekonomi

(2) Dukungan public

(3) Sikap dan sumber daya
kelompok pemilih

(4) Komitmen dan skill

tujuan
(2) Kecukupan teori kausal
(3) Alokasi sumber keuangan
(4) Jangkauan formal dari

pihak luar
kepemimpinan dari

pejabat pelaksana.

A 4 A

Tahapan (variable tergantung) dalam proses implementasi

Output Pemenuhan Dampak Penerimaan Revisi

kebijakan || outputs s dari —» dampakdari | 3 utama

lembaga kebijakan outputs outputs ke Perundang-

pelaksana oleh klp dari kebijakan Undangan
sasaran kebijakan

( Ekowati , 2009; 73)
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3.3.2. Pengertian Sekretaris Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No0.45 Tahun 2007 Tgnta
Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretss lenjadi Pegawai
Negeri Sipil, pengertian Sekretaris Desa adalahriggat Desa yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam bidang tertib admisispeamerintahan dan

pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaanrakatya

3.3.3. Pengertian Pegawail Negeri Sipil
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahuf919
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Ta8h Tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 menyebutkan;

"Pegawai Negeri adalah setiap warga
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan, diangkat oleh pihak yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri atau diserahi tugas-tugas negara lainya, dan
digaji berdasarkan peraturan perundangan yang
berlaku”.  (Undang-Undang pokok kepegawaian,
1999: 3)

Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang nomor 43 tahu® Ifianyebutkan

bahwa:

1) Pegawai Negeri terdiri dari:
d) Pegawai Negeri Sipil
e) Anggota Tantara Nasional Indonesia, dan
f) Anggota Kepolisian Republik Indonesia
2) Pegawai Negeri Sipil Terdiri Dari:
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c) Pegawai Negeri Sipil Pusat
d) Pegawai Negeri Sipil Daerah
(UU No.43 Tahun 1999)

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43ufah999 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197éiigriPokok-Pokok
Kepegawaian pasal 3, juga menyebutkan bahwa PegaMegeri
berkedudukan sebagai unsur-unsur aparatur neganag ybertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraipradk jujur, adil, dan

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, peamarntdan, dan

pembangunan.

Dalam berpedoman penjelasan diatas, maka epery Pegawai
Negeri Sipil adalah setiap warga negara yang telakat oleh segala aturan
yang menyangkut kepegawaian dalam jabatan negacaras umum,

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan

3.3.4. Pengertian Status

Pengertian status menurut Kemus Besar Bahasa dsdoradalah
"suatu keadaan atau kedudukan (orang, badan d&boj daubungan dengan

masyarakat di sekelilingnya yang menimbulkan heak kbwajiban tertentu”
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3.3.5. Pengerian Kabupaten

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif Imilonesia
setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bup&elain kabupaten,
pembagian wilayah administratif setelah provinslad kota. Secara umum,
baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang saiabupaten
bukanlahbawahan dari provinsi, karena itu bupatau atalikota tidak
bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten mauptan merupakan
daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dangunes urusan

pemerintahannya sendiri.

Meski istilah kabupaten saat ini digunakan di séiurwilayah
Indonesia, istilah ini dahulu hanya digunakan dapuWawa dan Madura saja.
Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikdeabarregentschapyang
secara harafiah artinya adalah daerah seorangtrat@gen wakil penguasa.
Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat erupakan warisan dari

era pemerintahan Hindia Belanda.

Dahulu istilah kabupaten dikenal ~dengan Daerah Kenhg |l
Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang Ndi2oTahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah  Tingkitdihapus,
sehingga Daerah Tingkat |1l Kabupaten disebut Kataupsaja. Istilah
"Kabupaten" di provinsi Nanggroe Aceh Darussalasellit juga dengan

"sagoé.
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. 3.3.6. Pengertian Otonomi Daerah

"Secara etimologis, kata otonomi berasal dari baHhasn auto yang
berarti sendiri damumeinyang berarti peraturan, atau undang-undang. Maka
autonomberarti mengatur sendiri atau memerintah senBialam arti luas
adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tasegdiri” (Widjaja,

2005:7).

Menurut Prof. Soepomo menyatakan bahwa otonomiatiasebagai
prinsip berarti menghormati kehidupan regional mentuiwayat, adat, dan
sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatu@p @laerah memiliki historis
dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat déat daerah lain. Oleh karena
itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan Ysmergiaksud untuk

menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 TaR004
Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (5), otonoenadaadalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatu mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan mdstasgtempat sesuai
dengan undang-undang yang berlaku. Daerah otonam d#terah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-balayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintidrakepentingan
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masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri lzekdas aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Repubdinésia (NKRI),
sedangkan  otonom untuk mengatur dan mengurus rseadisan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempsiaiselengan

peraturan perundang-undangan.

3.4. FokusPenditian

Menurut Moleong (2007: 97) “Fokus pada dasarnydaadmasalah yang
bersumber dari pengalaman penelitian atau melakngg@tahuan yang
bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui g@@huan yang

diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kegasan lainnya”
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

(1).Apa sajakah regulasi yang berlaku dalam pengangka¢kretaris Desa non
Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri SipKabupaten Grobogan?

(2).Bagaimanakah implementasi pengangkatan Sekretagsa on Pegawai
Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di KabtggaGrobogan?

(3).Akibat apakah yang ditimbulkan dari pengangkatakr&aris Desa non

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri SipKabupaten Grobogan ?



40

3.5. Sumber Data Penedlitian

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjagnier data primer
dan sumber data sekunder. Sumber data primer tBpedari wawancara,

sedangkan data sekunder diperoleh dokumen-dokuerteiis.

3.5.1 Data Primer

“Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsdari masyarakat”
(Arikunto 1998 : 52). Untuk mendapatkan data printperoleh dari

wawancara ataimterview.Wawancara akan dilakukan pada:

(1).Responden

Responden adalah orang-orang yang terkait siangy
dengan masalah penelitian. Dalam penelitian inm@@rang yang
dijadikan responnden adalah Sekretaris Desa di patbo
Grobogan, perangkat desa yang lain yang dapat njergi hasil
penelitian. Dari beberapa responden tersebut ghkara dapat
terungkap kata-kata, tindakan orang yang diwawancsgbagai

sumber utama data dalam penelitian ini.

(2).Informan
Yang dijadikan informan dalam penelitian ini ke para
Kepala Desa, perangkat desa yang lain yang dapstnfthatkan

untuk memberikan informasi tentang situasi, kondian latar
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belakang. Masyarakat sekitar juga merupakan inforrdalam

penelitian ini, berhubungan dengan fungsi pelayamasyarakat

oleh Sekretaris Desa.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yagkuchen-dokumen
tertulis yang berhubungan dengang pengangkatanet@ekr Desa menjadi

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan. Dokurgang digunakan

dalam penelitian ini antara lain adalah:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun420@ntang
Pemerintahan Daerah

(b) Peraturan pemerintah No.45 Tahun 2007 TentangUata Pengangkatan
Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentasg De

(d) Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 200&ntdang
Ketentuan Pelaksanaanperaturan Pemerintah NomofTatun 2007
tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkataet&ekDesa Menjadi
Pegawai Negeri Sipil

(e) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahurt Z@htang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhetian Per&regaat

() Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No.10 Tahun9 20éntang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatdmogzo Nomor 9
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Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan darbeRemtian

Perangkat Desa.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu bagian yang penting dalam peselitadalah dapat

diperolehnya data yang akurat, sehingga menghagi&aelitian yang baik.
Metode pengumpulan data yang digunakan dp&melitian ini adalah:

3.6.1. Wawancara
Dalam panalitian ini wawancara dilakukan pada &ekis Desa,
Kepala Desa, dan perngkat-perangkat desa sertaarafiay di wilayah
Kabupaten Grobogan. Dari wawancara ini diharapkean adiperoleh data

yang dapat menujang tercapainya tujuan penelitian.

3.6.2. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini akan menitik Hexa pada catatan
dan transkrip serta surat kabar yang berkaitanatepgngangkatan Sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ggab. Dari proses
dokumentasi ini diharapkan menghasilkan sebuah teéatialis dari sumber-
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan berkagagah pengangkatan

Sekretaris Desa menjadi Pagawai Negeri Sipil diugalben Grobogan. Hasil
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tersebut dapat berupa peraturan perundangan sepedang-undang,

Peraturan Pemerintah, Perda, maupun Perbup.

Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan tdaraulasi.
“Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsah&a yng memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperlp@mgecekan sebagai
pembanding data itu”. (Moleong, 2002; 178)

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sunjaeu:

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran
informasi tertentu melalui berbagai metode dan sImb
perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancdam
observasi, peneliti bisa menggunakan observasiibaérl
(participant obervatiop dokumen tertulis, arsif, dokumen
sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan qirden gambar
atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan masitkan
bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan
memberikan pandangaimgighty yang berbeda pula mengenai
fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan
melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh
kebenaran handal ( Moleong, 2002; 179)

Triangulasi Sumber dalam penelitian dapat dicdpagan jalan:

(a) Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat Kabougatobogan di
depan umum dengan apa yang dikatakan secara ptévadng Sekretaris
Desa.

(b) Membandingkan keadaan dan perspektif perangkat dkysgan berbagai

pendapat dan pandangan masyarakat Kabupaten Groboga
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(c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu rdeku yang
diperoleh dari hasil dokumentasi yang berkaitangdanpengangkatan

Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil didgalben Grobogan,

3.8. AnalissData

Menurut Moleong, analisis data adalah proses ntengautan data,
mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategoriasaturaian dasar.
Selanjutnya Boogan dan Taylor mengidentifikasikaaligis data sebagai
proses yang merinci usaha secara formal untuk mmeken tema dan
merumuskan hipotesis (ide) seperti yang telah @id@n oleh data sebagai

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan $igpdte

Untuk menganalisis data, semua data yang teipbraleh yang
berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa andPgmawai Negeri
Sipil akan melalui tahap reduksi data yang kemudikan disajikan dalam
bentuk yang lebih tersusun. Dalam tahap akhir akkemukakan sebuah

kesimpulan.

3.8.1 Pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan caawancara,

observasi dan dokumentasi seperti yang telah dikekan diatas. Semuanya
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betujuan untuk memperoleh data mengenai pengangl@elretaris Desa

menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.

3.8.2 Reduks Data

Data yang telah diperoleh, yang berkaitan dengangangkatan
Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil diugalben Grobogan akan
dipilih, dipusatkan dan disederhanakan sehingga alperoleh data yang

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan disajidalam bentuk data
yang telah mengalami proses reduksi data, sehidgigayang disajikan lebih
terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan semaupakan data yang

dapat digunakan sesuai dengan tujuan penelitian.

3.8.4 Verifikas Data

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakanaadadeskriptif analisis.
Dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran tentalampak (pengaruh)
perubahan status Sekretaris Desa menjadi PegawgeriN8ipil Daerah terhadap

kesejahteraan, pembinaan, pengawasan bagi Sekietsa.
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3.9. Kerangka Pikir

1. UU.No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersél RA2 ayat (3)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentani Tzara

‘ Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negiri
\ 4 \4 l

Landasan yuridis Substansi hukum  peratunan-peratufan | |mplementasi Hukum
yang berhubungan dengan pengangkatan

Landasan teori

1. Teori Politik Hukum

v

‘ Analisis Yuridis |

v 2. Teori Penegakan Hukum

‘ Kesesuaian l 3. Teori Keadilan

Menjamin perlindungan hukum| v
dan kepastian hukum untuk |

\ 4

Bagan 3.2 Kerangka Pikir



47

Yang menjadi dasar hukum utama dalam penulisanrhukiuadalah

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun420@ntang
Pemerintahan Daerah
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai N&igpdri
(c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentasg De
(d) Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 200&ntdang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomorah&n 2007
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkataret&@ekr Desa
Menjadi Pegawai Negeri Sipil
(e) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahu J@htang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhetian Per&regat
(f) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No0.10 Tahur® Z0@ntang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatdro@xo Nomor 9
Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan darfeRentian
Perangkat Desa.
Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi danddalam penulisan
skripsi yang membahas mengenai tata aturan darksa@laan perubahan status

Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil menjaga®ai Negeri Sipil Daerah.

Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan meakgon sebuah

metodologi penelitian dan dilandasi dengan te@arityang tersebut didalam bagan
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diatas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah tmenkan sebuah masukan kepada
Pemerintah Kabupaten Grobogan, memberikan gambdmakum mengenai
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nd@@omahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah terutama Pasal 202 ayat (3).



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasl Pendlitian

4.1. 1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan
Secara geografis, wilayah Pemerintah Kabupaterbdgan terletak di
antara 11915’ BT — 1125’ BT dan 7 LS - 730’ LS dengan kondisi tanah
sebagian berupa daerah pegunungan kapur dan pgerbuserta dataran di
bagian tengahnya. Wilayah Pemerintah Kabupaten dgabterletak di antara
dua pegunungan Kendeng yang membujur dari araht b&atimur, dan

berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.

Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.

Sebelah Timur : Kabupaten Blora.

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali, Sragen, Ngawan

Kabupaten Semarang.

(Setda Kab. Grobogan 2011.)

49
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Gambar 4.1

Peta Lokasi Pemerintah Kabupaten Grobogan di Jangah

Kab. Pati
T\

groboga :
u % glrarjo ar
godong
KaNQQUNGRETTD gan pumod Blora
Arangrayung
Iokulgn 98Nz
ﬂ geyer

Kab. Sragen

kedungjati

= L
JAWA TENGAH

;;;;;;;;

Sumber : Setda Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobicjaun 2011

Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Grobogan adal@ii586
Km? dan secara administratif Pemerintah Kabupaten Garbaerdiri 19
kecamatan dan 273 desa serta 7 kelurahan denghlotabkabupaten di
Kecamatan Purwodadi. Adapun persebaran luasan PémmeKabupaten

Grobogan adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

No K ecamatan Jumlah Jumlah _
Desa/K € Dusun/Lingk
1 Kedungjati 12 76
2 Karangrayung 19 100
3 Penawangan 20 71
4 Toroh 16 118
5 Geyer 13 102
6 Pulokulon 13 112
7 Kradenan 14 79
8 Gabus 14 87
9 Ngaringan 12 78
10 Wirosari 14 86
11 Tawangharjo 10 58
12 Grobogan 12 52
13 Purwodadi 17 104
14 Brati 9 51
15 Klambu 9 44
16 Godong 28 86
17 Gubug 21 62
18 Togowanu 18 54
19 Tanggungharjo 9 31
Jumlah 280 1.451

Sumber : Setda Kabupaten Grobogan Bagian Pemamfaésa Tahun 2011

4.1.2. Pemerintahan K ecamatan
Dalam wilayah kecamatan, ada tiga unsur yang megguperanan

penting. Ketiga unsur tersebut adalah sebagaiuterik
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4.1.2.1. Camat

Camat merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugasatcaualah
menjalankan sebagian wewenang bupati atau waljkaitg dilimpahkan kepada
camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daeMisalnya,
pembangunan sekolah, pemeliharaan jalan kecamatamberdayaan
masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Camat diaolgh bupati/walikota
atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota daavwRedNegeri Sipil. Syaratnya,
yaitu harus menguasai pengetahuan teknis tentamgrpgahan dan memenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan perundangnrgsoal

Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu olehrbpheseksi atau
bagian. Setiap seksi atau bagian tersebut dipingdeh seorang kepala
seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepadetcdengan koordinasi
sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksiagmg@ada pemerintahan di

kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2.2. Komando Rayon Militer

Harus diketahui bahwa selama ini ada yang menjagéukan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di kecamatagast untuk menjaga
keutuhan wilayah dilaksanakan oleh Komando Rayditdvi{Koramil). Mereka

bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan daalssegangguan dan
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ancaman, baik itu yang datang dari luar maupund#am. Koramil merupakan

bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

4.1.2.3. Kepala Kepolisian Sektor

Kamu pasti tahu apa itu polisi. Mereka dapat ditednjalan raya, orang
menyebutnya Polisi Lalu Lintas. Nah, untuk wilaylcamatan kantor polisi

yang ada di sana bisa disebut dengan Polsek.

Dengan demikian, sistem pemerintahan kecamatan likietpéberapa
perangkat yang mendukung penyelenggaraan pemexmtgng dilakukan oleh
seorang camat. Selain ketiga unsur tersebut, adeerdgga lembaga yang
dinamakan seksi atau bagian untuk menjalankan petalean di wilayah
kecamatan. Setiap seksi atau bagian tersebut dipimigh seorang kepala
seksi/kepala bagian yang bertanggung jawab kepadwtcdengan koordinasi
sekretaris kecamatan. Semua bagian atau seksiadmgada pemerintahan di
kecamatan memiliki tugas dan fungsi masing-masidgtuk lebih jelasnya,

perhatikanlah susunan pemerintahan kecamatan beriku
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Bagan 4.1

Susunan Pemerintahan Kecamatan

Camat
Sekretaris Kelompok
Kecamatan Fungsional
| | | | |
Bagian Bagian Bagian Bagian Bagian
Pemerintahan | | Pembangunan Perekonomian || Kesejahteraan| | Keamanan
& Ketertiban
Kelurahan
/Desa

Sumber: Setda Kabupaten Grobc Tahun 2011

4.1.3. Pemerintahan Desa

Penyebutan desa di Indonesia ber-beda pada setiap daerahnya. .
yang me nyebutnya "Nagari’, seperti di matra Barat, "Gampong" 1
Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesat&e] "Kampung" d

Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Malukamun, ciri kha

suatu desa tidak hilan
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.Pengertian desa dan Pemerintahan Desa menurut UI2 Nlehun 2005 Tentang Desa
adalah;

Pasal 1

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, seigaju
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istieitagat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-us
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama la
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa

(UU No.72 Tahun 2005)

Siapakah yang menjalankan pemerintahan di?d&ssa merupakan
bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipiolpim seorang Kepala
Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh masyardkdesa tersebut. Syarat
dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturanateyang berpedoman pada
peraturan pemerintah. Kepala Desa bukanlah sedraggwai Negeri Sipil.
Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun. la digddh kembali hanya
untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudahiat tidak boleh lagi
mengikuti pemilihan calon Kepala Desa. Seorang Kepgesa dilantik oleh

bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hartedeh dinyatakan terpilih.



56

Kepala Desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari petale, tetapi dari hasil
pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. &rah Jawa dikenal
dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setetalsa jabatannya habis,
tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah.gBerdemikian, Kepala
Desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Peddé&gari Sipil (PNS).
Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawantaianya:

(1). memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

(2). membina perekonomian desa;

(3). membina kehidupan masyarakat desa;

(4). memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat d

(5). mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyiadaklesa;

(6). mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dapat

menunjuk kuasa hukumnya.

(PP 72 Tahun 2005)

4.1.3.1. Sekretaris Desa

Salah satu perangkat desa ialah Sekretaris Desg pantugas
mengurus administrasi di desa. Misalnya, membusgt akta kelahiran atau

surat keterangan. Sekretaris Desa merupakan Pebjimgari Sipil (PNS).

4.1.3.2. Kepala Urusan (Kaur)
Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhaalni$i ada
kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembamgukepala urusan

keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepsian umum. Tiap-tiap
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kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masisigg. Tugas utama

kepala urusan adalah membantu Sekretaris Desa.

4.1.3.3. Kepala Dusun atau Kebayanan
Kepala Dusun adalah pelaksana tugas Kepala Desdagiah dusun.
Kepala Dusun melaksanakan tugas pemerintahan an¢gpigembangunan dan
kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Kepala Dusuga junelaksanakan

keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa

4.1.3.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untretapkan
peraturan desa bersama Kepala Desa, menampungpataalurkan aspirasi
(pendapat) masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dydmk desa
bersangkutan. Mereka ditetapkan menjadi anggota Bddhgan cara
musyawarah dan mufakat. Masa jabatannya adalah éstaunm yang dapat

dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikingama seperti Kepala Desa.

Hal apa saja yang menjadi urusan perangkat desathdgRat desa
merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan anembrusan dalam
pemerintahan desa. Urusan pemerintahan yang mek@dénangan desa,

antara lain sebagai berikut.
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(2). Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada bekdasaak
asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan R

(2). Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan
pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu daand
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

(3). Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemermpmntansi,
dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, metaba
mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari
masyarakat desa.

(4). Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturampang-
undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentB&dan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD. (PP 72 Tahun
2007)

Dengan demikian, pemerintahan desa berperan kebidupan
masyarakat di desa. Desa merupakan kesatuan makatarang memiliki
batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengd&ur mengurus
kepentingan masyarakat setempat. Untuk lebih memialya, perhatikanlah

susunan pemerintahan desa berikut.
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Bagan 4.2

Susunan Pemerintahan Desa

Badan
Kepala Desa Permusyawaratan
Desa (BPD)
Lembaga
Ketahanan ]
Masyarakat Desa Sekretaris Desa
(LKMD/LPMD)

Kepala Urusan| | Kepala Urusan | | | Kepala Urusan | | Kepala Urusan Kepala Urusan

Pemerintahan | | Pembangunan | | | Perekonomian | | Kesejahteraan || Keamanan
& Ketertiban

Kepala-Kepala
Dusun

Rukun Warga
/RW & RT

Masyarakat | -=--c e e e e ma o

Sumber : Setda Kabupaten Grobc Tahun 2011

4.1.4. Pemerintahan K elurahan

Pengertian Kelurahan berdasarkan Peraturan Peateriid.73 Tahun 20C

Tentang KelurahanKelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai pd@niaera
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Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KecamatanKelamalbiasanya terdapat di
daerah perkotaan” (PP No.73 Th. 2005)

Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat damingen dan cara
pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lutalrah diangkat dan dipilih
oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai N8gpdr(PNS) yang mampu dan
cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkatlmglati/walikota atas usul Camat
dari Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi. Sysgeatrdia harus mampu dan
menguasai pengetahuan tentang pemerintahan. Selaimemenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oseargg ngenjabat sebagai lurah
mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakagasTlurah bukan hanya
memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masihybknagi tugas yang lain.

Lurah mempunyai tugas, di antaranya:

(1). melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

(2). memberdayakan masyarakat;

(3). melayani masyarakat;

(4). menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakatate dan

(5). trﬁglrg’elihara prasarana dan fasilitas pelayanan umuomasyarakat;
(PP 73 Tahun 2005)

Dalam melaksanakan tugasnya, Ilurah bertanggung bjawkeepada

bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu olelebérapa perangkat

kelurahan yang bertanggung jawab kepada Ilurahur&edn merupakan

gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemesantatlesa atau

kelurahan harus ikut berperan agar program pempaadamasyarakat dapat
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berjalan dengan baik. Pemerintahan desa atau keliranerupakan uns

pemerintahanang berhubungan langsung dengaasyaraks

Bagan 4.3

Susunan Pemerintahan Kelurahan

Lurah

I
Sekretaris Kelurahan LPM

Kepala Bagian

Kepala Bagian | | Kepala Bagian| | |Kepala Bagian| | Kepala Bagian

Pemerintahan | |Pembangunan| | |Perekonomian| | Kesejahteraan Keamar)an
& Ketertiban

RW & RT

Masyarakat

Sumber : Setda Kabupaten Grobc Tahun 2011.
4.1.5. Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 273 desa . D&idesa tersebt
sampai saat ini ada 2zSekretaris Desyang aktif melaksanakan tugasn
sedangkan sisanya 49 oraSekretaris Desa telah meso&i masa pensiul
sehingga ada kekosongan jabaSekretaris DesaBerdasarkan informasi yail

diperolen dari wawancara dengan Drs Eka Agus Piihan(Kasubbar
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Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabugat#ogan) dari 224

Sekretaris Desa aktif yang ada, hanya 163 orang ya@menuhi syarat untuk
diangkat sebagai PNS dan sisanya tidak memenufatayastuk diangkat sebagai
PNS. Sekretaris Desa yang gugur dalam penyaringasygratan, rata-rata
adalah para Sekretaris Desa yang sudah berustasdbh tahun, padahal salah
satu syarat untuk diangkat menjadi PNS, SekreReta tersebut harus berusia
di bawah 51 tahun terhitung pada 15 Oktober 200V s##elah diangkat akan

mendapatkan pangkat Pengatur Muda golongan ruéng |l

4.1.5.1 Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pengisisan jabatan Sekretaris Desa oleh PNS di&d#dangi oleh
adanya Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentangkd®nendasi
Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerahg yatah substansinya
adalah kemungkinan pemberian otonomi bertingkathatkap Provinsi,
Kabupaten/Kota, serta Desa/Nagari/Marga. TAP MPRetmt terkandung
maksud untuk mengubah otonomi desa dari otonomgy ymersifat pengakuan
karena muncul dan tumbuh dari masyarakat, menjextiomi pemberian dari
Pemerintah pusat. Tindak lanjutnya diterbitkan Umdaindang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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Menurut Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2007 ndatasal 3
persyaratan sekertaris desa yang akan diangkatadigoggawai negeri sipil

adalah sebagai berikut:

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasalfuti:

a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara

c) Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia

d) serta Pemerintah;

e) tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan
tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

f) sehat jasmani dan rohani;

g) memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau
yang sederajat; dan

h) berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun
terhitung pada 15 Oktober 2006.

(2) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan khang
sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda golongan
ruang ll/a.

(3) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih ¢gindari Surat
Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas  (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam
pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA.

(4) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih @@mndiari
STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam
pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang
dimiliki. (PP 45 tahun 2007)

Dalam Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2007 disebutkawd&ekretaris
Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 1Hedk?004 dan masih
melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Rarat®emerintah ini

diangkat langsung menjadi PNS, apabila memenuliypeatan. Di sini penulis
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sendiri menilai bahwa adanya ketentuan tersebaijban agar penyelenggaraan
admisnistrasi pemerintahan desa terlaksana lebik d®lain itu pengalihan
tersebut hanya kepada para Sekretaris Desa yanguireyai SK pengangkatan
sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, setelahgahntprsebut maka
pengalihan tidak dapat dilakukan, hal ini sesuaigde@ PP No. 45 Tahun 2007

yang menjadi dasar pengalihan status para Sele&asa

Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diarsgdzdgai Pegawai
Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang diang&agdn sah sampai dengan 15
Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampaiadeberlakunya PP
Nomor 45 Tahun 2007. Dari ketentuan ini dapat dililmeskipun seorang
Sekretaris Desa telah diangkat dengan sah sampganel5 Oktober 2004
namun setelah diangkat tidak melaksanakan tugassifudan kewajibannya
sebagai Sekretaris Desa maka secara otomatis &ekrBtesa tersebut akan

gugur untuk memperoleh status sebagai Pegawai Neigér

Misalnya, seorang Sekretaris Desa yang diangkajga&nl6é Oktober
2004, meskipun sampai dengan berlakunya Peratueamerthtah Nomor 45
tahun 2007 masih melaksanakan tugas sebagai Sekrdiesa, yang
bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.ef#ks Desa yang diangkat
sebelum 15 Oktober 2004 tetapi diberhentikan selfejaretaris Desa. Contoh
pertama, seorang Sekretaris Desa yang diangkagdbidg Oktober 2004, dan

kemudian pada tanggal 1 Agustus 2007 diberhensigdragai Sekretaris Desa,
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maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat merjat. Contoh kedua,
seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 1db@&k2003, dan kemudian
pada tanggal 29 Juli 2007 diberhentikan sebagaref®ls Desa, maka yang

bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi PNS.

Selain setelah diangkat dengan sah sampai deng@ktbber 2004 dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan PP Nomor 46 Pa7 diberlakukan,
ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi eletaisg Sekretaris Desa yaitu
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepautza$tla sebagai Dasar
Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indmneshun 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serteeriteéah, tidak sedang
menjalani hukuman karena melakukan tindak pidanedasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetagt gabmani dan rohani,
memiliki ijjazah paling rendah Sekolah Dasar atangysederajat; dan berusia

paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhityrapa 15 Oktober 2006.

Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diasgkagai PNS dalam
pangkat Pengatur Muda golongan ruang ll/a. Seksefdesa yang memiliki
ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belg@TTB) Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas (SLTA) diangkat sebagai PNS dalam gatigolongan ruang
sesuai dengan ijasah SLTA. Sekretaris Desa yangilikieijazah lebih rendah
dari STTB SLTA diangkat sebagai PNS dalam pangkhtifggan ruang sesuai

dengan ijasah yang dimiliki.
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Contoh pertama, seorang Sekretaris Desa memaikalj S-1, dalam hal
demikian yang bersangkutan diangkat menjadi PNSgatenmenggunakan
ljazah/ STTB SLTA dan diberikan pangkat Pengatudi&golongan ruang ll/a.
Sekretaris Desa yang memiliki ljazah/STTB lebih dem dari ljazah/STTB
SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongaangusesuai dengan
ijazah yang dimiliki. Contoh kedua, seorang SekigtadDesa memiliki
ljazah/STTB SLTP, maka yang bersangkutan diangkamjaai PNS dengan
menggunakan ljazah/STTB SLTP dan diberikan pangkat golongan ruang
I/c. Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitungulpesebagai masa kerja

golongan dan masa kerja pensiun sesuai dengamrgterundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2008 Tentangb&an Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 20@ntang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahuh Bftang Persyaratan
Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa MeRgghwai Negeri Sipil.
Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegdvemjeri Sipil akan di
berhentikan oleh Bupati atau Walikota setelah hahésa jabatanya. Hal ini
berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah N@ad®n 2007 Tentang
pasal 10 ayat (1) yang berisi’ Sekretaris Desa yalalk diangkat menjadi PNS
diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa olehaBtpNamun demikian
perbedaan ini tidak dapat dikatakan sebagai sepeiayimpangan karena dalam

Peratuan pemerintah No.45 Tahun 2007 tidak menlkabutvaktu kapan
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Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PegaMegeri Sipil harus

diberhentikan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 2@hbah Eka Agus
Prihantoro (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pematesim Desa Kabupaten
Grobogan) menyatakan bahwa dalam penerapan PP NéBndahun 2007 di
Kabupaten Grobogan telah dilakukan melalui 3 taldgsan dilakukan melalui
3 (tiga) tahap karena Pemda Grobogan memperhati@anmengikuti formasi
PNS untuk Kabupaten Grobogan yang telah ditetapl&nBadan Kepegawaian

Negara. Ketiga tahap tersebut adalah:

(1). Tahap pertama
Tahap pertama dilakukan pada tahun 2008. Sekrezesa yang
diusulkan sejumlah 103 orang, dan sekarang sudamdapatkan SK
Pengangkatan sebagai PNS.
(2). Tahap kedua
Tahap kedua dilakukan pada tahun 2009. Sekretaesa Dyang
diusulkan sejumlah 33 orang. Sekarang telah metkapa SK
pengangkatan sebaga PNS
(3). Tahap ketiga
Tahap ketiga dilakukan tahun 2010. Sebanyak 26ef@is Desa yang
telah memenuhi persyaratan telah diangkat menjd&i pada tahap ketiga

ini.
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4.1.5.2 Seekretaris Desa Yang Tidak Diangkat Menjadi PNS
Menurut Peraturan Pemerintah No.45 tahun 200nhyeitkan
sekertaris desa yang tidak diangkat menjadi Pegsegeri Sipil.

Pasal 10
(1) Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS
diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oletaBup
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pad#@laydiberikan
tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan nkasja
selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
(3) Besaran tunjangan kompensasi sebagaimana dichgiada
ayat (2) dihitung dengan cara sebagai berikut:
a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta h)pia
b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebes
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan
ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp20.000,00
(dua puluh juta rupiah).
(4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagap set
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada aydttéBpkan
dengan Keputusan Bupati. (PP 45 Tahun 2007)

Dalam PP 45 Tahun 2007, Pasal 10 menyebutkan b&wekeetaris
Desa yang tidak diangkat diberhentikan dari jaba&mkretaris Desa oleh
Bupati dengan diberikan tunjangan kompensasi y@ntudg berdasarkan masa
kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretass.DJntuk masa kerja 1-5
tahun ditetapkan sebesar Rp 5 juta, masa kerja t&lyi 5 tahun dihitung 1 juta
per tahun dengan ketentuan kumulatif paling tirfiggi20 juta. Bagi Sekretaris
Desa yang memiliki usia di atas 51 tahun maupumebaks Desa yang belum

memiliki masa kerja 2 tahun 8 bulan, hadirnya RP disambut kecewa.
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Pupusnya harapan untuk menjadi PNS juga akan makamusemangat dan
kinerja mereka sehari-hari.

4.1.6. Implikas Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Grobogan.

Perintah pengangkatan Sekretaris Desa sebagai HaiSarthtkan
langsung oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 200#angnPemerintahan
Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP No#soTahun 2007 maka
tidak diberlakukan ketentuan umum mengenai batasa usmaksimal
pengangkatan PNS yakni 35 tahun, tetapi diberlakbdedentuan khusus dengan
pertimbangan dan penghargaan bagi Sekretaris Dasg tglah memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya terhadagngpangkat Sekretaris
Desa Pengatur Muda golongan ruang ll/a pada Seisrdda@sa yang diangkat
menjadi PNS apabila memenuhi syarat maka kerja msakanjutnya sebagai
Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa ketja penetapan pensiun
sejak diangkat menjadi PNS.

Menurut penulis, dari ketiga tahap yang sudah gitdmoleh Badan
Kepegawaian Daerah dalam memproses pengangkataeté8ek Desa yang
memenuhi syarat sebagai PNS sudah sesuai dengamtueet PP Nomor 45
tahun 2007, namun demikian untuk memperlancar pregdikasi di Badan
Kepegawaian Negara maupun Kementerian Dalam Ndgadian Kepegawaian

Daerah Kabupaten Grobogan harus senantiasa mensgttap perkembangan
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yang terjadi, sehingga ketika ada hambatan dalarikaap di Badan

Kepegawaian Negara akan dapat segera ditindaklanjut

Berdasarkan wawancara dengan Eka Agus Prihantoggaha 23 Juni
2011 (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pemerintdlesa Kabupaten
Grobogan) menyatakan bahwa penerapan PP 45 TaHiih dOKabupaten
Grobogan, hampir semua Sekretaris Desa setuju dgmgagangkatan sebagai
PNS, pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNStlaAnggpat, mengingat
hasil bengkok sebesar 2 (dua) hektar tidak menadaitidak sebanding dengan
beban pekerjaan yang harus ditanggung. Selain @hgah diangkat menjadi
PNS maka paling tidak akan ada gantungan untuktiiaryang didapatkan dari

dana pensiun.

Berdasarkan pernyataan Salam (Sekretaris Desa Resanganyar,
Kecamatan Geyer yang belum diangkat sebagai PN) tamggal 2 juli 2011,
dengan munculnya aturan tentang pengangkatan 8e&r&tesa menjadi PNS
merasa gembira. Namun disisi yang lain justru mpatkan banyak persoalan
yang muncul dengan fenomena ini. Kalau dulu Seksefaesa atau carik itu
hanya mendapatkan hasil dari bengkok. Tapi malpheses yang panjang
kemudian munculnya PP No. 45 Tahun 2007 ini, ddlaimpengangkatan carik
menjadi PNS, menurutnya sangat positif. Ketika 8kis Desa menjadi PNS,
maka tentu sesuai dengan aturan pemerintah bahv#a idhdapatkan tugas

dimana-mana sesuai dengan perintah dari tingkasamtya. Maksudnya
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manakala carik di desa A tugasnya dipindah ke gesg jauh. Nah ini yang

menjadi masalah baru, dari pengangkatan carik rdeRggawai Negeri Sipil.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara tertargygdl 2011 dengan
Ano (Sekretaris Desa Desa Karanganyar, Kecamataankeyuang) nantinya
kalau sudah beralih status sebagai Pegawai NeipdrirBaka dengan sendirinya
dia harus mengikuti konsekuensinya dia itu sebagarat pemerintah bupati
dalam hal ini, dia itu juga sebagai aparat masydraladi, bukan berarti kalau
sudah selesai jam kantor selesai melayani masyafdisalnya jam 12 malam
ada warga yang mengetuk pintu karena sakit, maksaras siap. Kebijakan
untuk pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNSpalesin suatu kebutuhan
yang sifatnya mendesak. Karena, dengan demikiann ak@njadikan
profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan adtnaisi dari pemerintahan
desa. Karena desa merupakan instansi pemerintalg pawah dan sangat perlu

untuk diperketat dari aspek validitas data masysrak

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Juni 20hgathe Eka Agus
Prihantoro (Kasubbag Perangkat desa, Bagian Pdateaim Desa Kabupaten
Grobogan) terbitnya Peraturan Pemerintah 45 Tald@7 2entang Persyaratan
dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Seki2ésa) menjadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) setidak-tidaknya dilatarbelakiashga alasan pokok. Pertama
keinginan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan ayaelan kepada

masyarakat di desa, kedagar kesejahteraan Sekretaris Desa meningkat.
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Sebagaimana diketahui, pengangkatan Sekretaris €dsdum adanya
PP Nomor 45 Tahun 2007 dilakukan dengan Surat tepn (SK). Seperti SK
Bupati, atau oleh pejabat lain yang ditunjuk oletp&i, Camat, dan Kepala
Desa. Tidak semua Sekretaris Desa bisa langsumgkditijadi PNS. Kecuali
Sekretaris Desa itu telah diangkat dengan sah sabfp@ktober 2004 dan
masih melaksanakan tugas hingga berlakunya PPAmtnya, bila dihitung
dengan terbitnya PP ini pada 30 Juli 2007, masg kemng disyaratkan bagi

Sekretaris Desa agar bisa diangkat menjadi PN&asékiahun 8 bulan.

Ketika seorang Sekretaris Desa telah diangkat rde/jegawai Negeri
Sipil, maka secara otomatis, Sekretaris Desa tetsabemiliki hak dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Unddomgor 43 Tahun
1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomah8T 1974 Tentang
Pokok Pokok Kepegawaian (UU Pokok Kepegawaian). &éan pegawai

negeri adalah sebagai berikut:

(1).Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepadaaila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sefia manjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara KesBemrblik
Indonesia (Pasal 4 UU Pokok-Pokok Kepegawaian);

(2).Setiap pegawai negeri wajib mentaati segala penatur

perundangundangan yang berlaku dan melaksanakas keglinasan
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yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengab@isadaran
dan tanggung jawab (Pasal 5 UU Pokok-Pokok Kepeiganyadan
(3). Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasiagabaan pegawai
negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatad&egfan atas
perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undadgnm
Selain kewajiban tersebut di atas, pegawai negga memiliki

oleh beberapa hak, yaitu:

(a). Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gagyadil dan layak
sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jaw&PBagal 7 UU
Pokok-Pokok Kepegawaian);

(b). Setiap pegawai negeri berhak atas cuti (P&dadlU Pokok-Pokok
Kepegawaian);

(c). Setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh seskatelakaan dalam
dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhakp®roleh
perawatan.

(d)..Setiap pegawai negeri yang menderita cacahgas atau cacat
rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajlzanyang
mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabaf@apun juga,
berhak memperoleh tunjangan.

(e). Setiap pegawai negeri yang tewas, keluargaeylaak memperoleh

uang duka. (Pasal 9 UU Pokok-Pokok Kepegawaiam); da
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(f). Setiap pegawai negeri yang telah memenuhiatygrarat yang telah
ditentukan, berhak atas pensiun (Pasal 10 UU Pé&kdok
Kepegawaian).

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS apabdenenuhi
syarat diberikan pula hak pensiun sesuai peratpesnndang-undangan.
Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung pepbhagai masa kerja

untuk penetapan pensiun sejak diangkat menjadi PNS.

4.1.7.Peraturan-Per atur an yang ber kaitan dengan Pengangkatan Sekretaris

Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Grobogan

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun4206ntang
Pemerintahan Daerah

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Tara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai NSigdri

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentasg De

(d) Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 200&ntdng
Ketentuan Pelaksanaanperaturan Pemerintah NomoiTaduin 2007
Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkataret&@ekr Desa
Menjadi Pegawai Negeri Sipil

(e) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 200&dreg Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 TaBoa7 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomora#dtn 2007



75

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkataret&@ekr Desa
Menjadi Pegawai Negeri Sipil

() Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahu® J@htang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhetian Per&regat

(g) Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No0.10 Tahurd ZDéntang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatdyo@xo Nomor 9
Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan darmeRentian
Perangkat Desa.

(h) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional No&2ud 2007
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemeNontdb Tahun 2007
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkataret&8ekrDesa

Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Prosedur Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS
Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS diawalBda@ati dengan
menyusun daftar usulan pengangkatan Sekretaris {288a memenuhi syarat
menjadi PNS di wilayahnya. Selanjutnya daftar usukersebut di atas
dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan pekg@mg PNS sesuali
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturaral{epadan Kepegawaian

Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Redaks1 Peraturan
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Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyardt@m Tata cara

Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negdri

Dalam daftar usulan pengangkatan Sekretaris Desg yaemenuhi
syarat menjadi PNS harus dilengkapi dengan daftéekretaris Desa yang
meliputi elemen data yang berupa nama, tempat aaggéal lahir, masa kerja
khusus untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebaelaor 18 (delapan belas)
tahun maka masa kerja dihitung setelah yang beks#ang berusia 18 (delapan
belas) tahun, pendidikan dan wilayah kerja. Elendaia tersebut akan
digunakan sebagai data base oleh Badan Kepegaldaerah maupun oleh Data
Kepegawaian Negara dalam rangka penataan dan angesi Sekretaris Desa

diwilayah masing-masing.

Setelah memenuhi ketentuan di atas Bupati menyi@arpdaftar usulan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Setaga Gubernur
menyampaikan daftar usulan Sekretaris Desa kepaelatel Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan vasiddaftar usulan Sekretaris
Desa. Menteri Dalam Negeri mengusulkan pengangkdéen NIP Sekretaris
Desa yang menjadi PNS sesuai dengan jumlah yaetpplkian kepada BKN
untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan BKNmghigakan oleh Menteri

Dalam Negeri kepada Bupati melalui Gubernur.
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Setelah mendapatkan persetujuan BKN, Bupati mpkataKeputusan
pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS. Sekr&agrah Kabupaten atas
nama Bupati menetapkan keputusan pengangkatan t&ekr®esa menjadi
PNS.

Bagi para Sekretaris Desa yang yang memenuhi pataya akan
diangkat menjadi PNS dan dapat dimutasikan set@l@hjalani masa jabatan
Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) taRadangkan jabatan
Sekretaris Desa yang kosong akan diisi olen PN§ yaemenuhi persyaratan.
Dari ketentuan ini terlihat bahwa, seorang Sekietaesa yang telah diangkat
sebagai PNS belum tentu akan menetap di satu keloidesa saja. Sementara
itu Sekretaris Desa yang tidak diangkat sebagaaWaigNegeri Sipil akan
diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung bemdtas masa kerja selama
yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Besamfangan kompensasi bagi
Sekretaris Desa yang memiliki masa kerja 1 (satoypsi dengan 5 (lima) tahun
ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rypimasa kerja lebih dari 5
(lima) tahun dihitung sebesar Rp1.000.000,00 (gata rupiah) pertahun,
dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi (Rp@0.000,00 (dua puluh
juta rupiah).

4.2.2. Kendala Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS

Dalam implikasinya, pengangkatan Sekretaris Desajade Pegawai

Negeri Sipil terdapat beberapa kendala. Dari katenyang terdapat di dalam
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regulasi Peraturan-Peraturan yang berhubungan depegsgangkatan Sekretaris
Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ada beberapgdmy mengganjal terutama

pada penerapan pengangkatan Sekretaris Desa sEbgjai

(1).Sekretaris Desa yang telah menjadi PNS akan méasaa Kades bukan
merupakan atasannya karena Sekretaris Desa méaagiia oleh pemda dan
Kades adalah hasil dari pemilihan langsung olelyatakSehingga Sekretaris
Desa mersa bahwa pangkat yang mereka sandang Kamdraka sebagai
Pegawai Negeri Sipil lebih tinggi dibandingkan pleatgkepala Desa. Perihal
mengenai mutasi pegawai, bahwa Sekretaris Desa kasaungkinan
menduduki jabatan sebagai Sekretaris Desa seurdupriya. Hal tersebut
disebabkan karena di luar pulau jawa khususnya asimterdapat jalur
transportasi yang menghubungkan antar desa masipatsasulit untuk
ditempuh, karena jaraknya yang terlalu jauh dandisirjalan yang dilalui
kurang baik atau bisa dikatakan buruk. Memang sebsgprang PNS telah
siap untuk di tempatkan dimanapun di seluruh Indiznekan tetapi apakah
dalam melakukan mutasi pegawai tidak memperhatgegi kemanusiaan,
misalnya saja seseorang yang telah memiliki tentipggal di suatu desa
apakah tidak membuatnya merasa terbebani jikamaitdsi ke desa lain atau
kecamatan bahkan kabupaten atau instansi lain jaal tempuhnya jauh
dari rumah asalnya. Hal tersebut akan dapat merapeinigkinerja pegawai

yang bersangkutan.
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Akan lebih tepat dan efisien apabila SekretarisaDgsng menjalani
mutasi hanya berada dalam lingkup Kabupaten/Kateada sejak pertama
kali menjabat mengingat Sekretaris Desa tersebah d&bih memahami
kultur budaya, adat istiadat dan kebisaaan masgharakkitar. Selain
pertimbangan tersebut, dengan golongan yang hamygéehtunya tidak akan
seimbang dari segi penghasilan apabila seorangt@elkr Desa harus mutasi
keluar daerah yang relatif jauh dari kediamannymbda memang terjadi
ditakutkan akan mempengaruhi kinerja SekretarisaDgang dimutasi ke
daerah yang jauh.

(2). Pengangkatan Sekretaris Desa dengan adamigsahn usia mengandung
unsur politis, karena masa pensiun PNS sampai demgaur 54 tahun
sedangkan persyaratan Sekretaris Desa menjadi BN PP No.45 Tahun
2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memungkinlgar &ekretaris Desa
diisi olen PNS.

Perjuangan panjang para Sekretaris Desa untuk menun
pengangkatan status menjadi Pegawai Negeri SipNSJP akhirnya
membuahkan hasil. Pemerintah secara resmi menrambitReraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2007 tentang Petsyadan Tata Cara
Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negpdri

Dengan keluarnya PP yang ditanda tangani Presidsfo®8ambang

Yudhoyono dan Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalgti@zda 30 Juli 2007
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itu, otomatis seluruh Sekretaris Desa yang memegsyduiat akan diangkat
menjadi PNS secara bertahap hingga tahun 200% Sala persyaratan yang
harus dipenuhi para Sekretaris Desa, tertulis dglasal 3 PP Nomor 45
tahun 2007. Diantaranya berusia paling tinggi Jiumaterhitung pada 15
Oktober 2006. Pengangkatan secara bertahap mblan 2007 hingga 2009
akan memprioritaskan usia tinggi.

Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan kebijakatkpeémerintah
yang diskemakan terselesaikan hingga tahun 200%ar&e khusus,
pengangkatan Sekretaris Desa menjadi menjadi PBE&mdbeberapa hal
dibatasi, yaitu para Sekretaris Desa yang dianggedra sah sampai dengan
15 Oktober 2004. Itu yang diatur dalam ketentussap2 PP 45/2007 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan SekretmasNenjadi PNS. Desa
menjadi magnet (dimana konfigurasi politik peratih&epemimpinan
nasional) akan bersikap. Departemen Dalam Negada gahun 2007 telah
menyiapkan Rancangan Undang- Undang tentang Deasg, secara khusus
ingin mengatur desa melalui undang-undang teseniiak lagi terintegrasi
dalam pengaturan otonomi daerah (UU Pemda). Kendeptonomi Desa
akan lebih ditegaskan, dan tentu akan diikuti gbeimgaturan-pengaturan
yang lain.

Sementara ini, banyak orang berharap Sekretaria RS bisa

bekerja secara fungsional dan maksimal untuk mdmagerseluruh penataan
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policy (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat dess.ifiayang telah

disejahterakan ditingkat desa secara kongkrit b&ekretaris Desa.
Masyarakat desa tentu akan menunggu langkah nyatdghan-perubahan
yang ada di desa, khususnya yang menyangkut kegantimasyarakat desa.
Karena, kesejahteraan masyarakat lah yang inguudidari perubahan-
perubahan kebijakan tentang desa, termasuk pengi@amgiSekretaris Desa
menjadi PNS.

Akan ada perubahan cara pandang masyarakat debaddpr
Sekretaris Desa yang PNS, termasuk tata nilai yaeggatur hubungan
antara masyarakat dengan Sekretaris Desa yangas@lasebagai salah satu
Perangkat Desa. Karena, para Perangkat Desa seladipersepsikan oleh
masyarakat sebagai Pamong Desa yang diharapkagasgieindung dan
pengayom warga masyarakat. Para Pamong Desa bebttdesa lainnya
(dalam hubungan sosial di desa) dituakan, ditokehttan dipercaya oleh
warga masyarakat untuk mengelola kehidupan pubblkipun privat warga
desa.

Dalam praktiknya antara warga dan Pamong Desa nm&apu
hubungan kedekatan secara personal yang mungkkatddengan tali
kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga keduar uts saling
menyentuh secara personal dalam wilayah yang Igbivat ketimbang

publik. Batas-batas urusan privat dan publik diadeering kabur Sebagai
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contoh, warga masyarakat menilai kinerja Pamongiesk menggunakan
kriteria modern (transparansi dan akuntabilitag}lankan memakai kriteria
tradisional dalam kerangka hubungan pelayananataaikedekatan pamong
dengan warga yang bisa dilihat dari kebisaaan daaldan pamong untuk
beranjangsana, termasuk tradsiwo (memenuhi undangan nikah, khitan,
dil) dan berta'ziyah ketika ada warga desa yangimggal atau terkena
musibah, sekaligus meletakkan tradisi itu sebaghab yang diperhitungkan

secara materi oleh Kepala Desa maupun perangkatnya.

(3). Adanya kebijakan pengangkatan Sekretaris Desmajadi PNS akan dapat
memicu munculnya assosiasi-assosiasi baru darndgala perangkat desa
yang akan menuntut untuk ikut diangkat menjadi Pd¢Bjngga kedepan desa
akan diisi secara keseluruhan oleh PNS.

Selama ini belum ada wadah atau semacam perkumpmidtm
lingkup nasional bagi Sekretaris Desa seluruh led@n Sampai saat ini
sifatnya masih kedaerahan dalam lingkup Kabupatau &ota, itupun
sifatnya masih sementara. Wadah-wadah Sekretarga @alam lingkup
kedaerahan tersebut juga belum bisa berjalan maksintuk menyalurkan
aspirasi anggotanya karena selama ini Sekretass REntik dengan orang
kedua di pemerintahan desa, sehingga kedudukar&Bpaa lebih berperan,

dan Sekretaris Desa hanyalah perpanjangan tangaegela Desa.



(4).

83

Hal yang akan mungkin bisa terjadi menyangkut dampak asosiasi
yang akan tejadi Terkait dengan pengangkatan sekedesa menjadi
pegawai negei sipil yaitu ketika pengangkatan SakeeDesa menjadi PNS
dibutuhkan surat keterangan yang membuktikan be®ekaetaris Desa yang
bersangkutan masih aktif menjalankan tugasnya. tSteesebut harus
ditandatangani Kades. Sebab, Kades yang paling tahtang aktifitas
Sekretaris Desanya. Dan hal itu adalah persyaratama, kalau seorang
Sekretaris Desa tidak bisa menunjukkan surat kefara dari Kades
pengangkatannya menjadi PNS tidak bisa diproseskivdemikian Kades
bisa saja tidak menandatangani surat keterangan&abekretaris Desanya
memang nyata-nyata tidak menjalankan tugas dengak. b jika ada
kemungkinan Kades tidak memberi tanda tangan kafeki@r subyekitif,
semisal masalah Pilkades, tentu sikap Kades terdiglak bisa dibenarkan

dan akan diberi teguran oleh Pemkab.

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PN8nbieintu akan memberikan
perbaikan kepada sistem administrasi desa, condohkalau memang
awalnya Sekretaris Desa yang sebelumnya memilikimakepuan
administrasinya jelek maka setelah diangkat merffads, administrasinya

tetap akan seperti semula. Karena yang diangkajadieANS yaitu orang
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yang sama maka tidak akan memberikan jaminan baudmanistrasi desa
akan menjadi lebih baik.

Masyarakat desa seringkali menggunakan ukuran lbagi Kepala
Desa dan perangkatnya, ketika Kepala Desa dan glexaningan tangan,
ringan kaki dan ramah. Bahkan, meletakkan kebakdmaikan itu sebagai
ukuran untuk mempertergas kepercayaan mereka tghaemerintah desa
(istilah masayarakat desa is@mbodh Demikian sebaliknya, Kepala Desa
dan perangkat membutuhkan kepercayaan rakyat meledua-cara
tradisional, bersifat personal dan penjagaan dgai kearifan lokal di desa.
Dengan begitu, mereka mudah diterima, dapat menggastensi dan
menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas diamban, apalagi
bagi Kepala Desa yang baru terpilih.

Dalam PP Nomor 72 tahun 2005 dan PP Nomor 45 t&00v
disebutkan bahwa Sekretaris Desa PNS harus punyaankpuan
administrasi perkantoran. Faktanya Sekretaris Darg telah diangkat PNS
tersebut, masih ada Sekretaris Desa yang belum uasagdasar —dasar
admnistrasi perkantoran, misal : mengetik dasagaeroperasi Microsoft
Word. Sehingga hal ini seharusnya menjadi pekenjaarah buat Sekretaris
Desa untuk meningkatkan kemampuannya . Sangat agigksn bila
Sekretaris Desa yang sudah diangkat PNS tidaknbésaberikan perubahan

bagi perbaikan admnistrasi di desa.
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Untuk meningkatkan kemampuan dalam tugas tugas yaemgjadi
tanggung jawab Sekretaris Desa ada beberapa ha gamgkin bisa
dilakukan oleh seorang Sekretaris Desa
(a).Kuasai bidang IT (teknologi komputerisasi termasu&rnet)

(b).Loyal terhadap atasan (Kepala Desa, camat, bupati)
(c).Tingkatkan pelayanan pada masyarakat

(d).Hindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(e).Bawa perubahan baik bagi Masyarakat Desa anda
(f). Berikan contoh bagi perangkat desa lainya

Dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh Fendi Badan
Kepegawaian Daerah, Setda Kabupaten Grobogan Bd&gamerintahan
Desa dan beberapa Desa di Kabupaten Grobogan teninyalikasi yuridis
akibat diterbitkannya PP Nomor 45 Tahun 2007 ada@tubahan status
hukum bagi Sekretaris Desa yang memenuhi syarakuhangkat menjadi
PNS, yaitu yang dulunya bukan sebagai PNS, semen@idapatkan SK
pengangkatan sebagai PNS maka Sekretaris Deshuees@n memperoleh
hak dan kewajibannya sebagai PNS. Selanjutnyamdadalaksanakan tugas
pemerintahannya, seorang Sekretaris Desa tetapadidmgwahan Kepala
Desa. Sekretaris Desa mempunyai peran terutamamdddal tertib

administrasi.
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(5). Timbulnya kesenjangan sosial antara Sekeefaeisa berstatus PNS dengan
aparat desa yang lain adalah sebuah konsekueng tydak mungkin
dihindari. Penyebab kesenjangan yang begitu nyatddt adalah tentang
perbedaan insentif yang akan diterima SekretargsaDerstatus PNS dengan
aparat desa yang lain. Sekretaris Desa PNS akaermmeninsentif setiap
bulan melalui sistem penggajian dan tunjangan, y@garnya sudah dapat
dipastikan. Selain itu Sekretaris Desa juga mendaaatunan apabila
mendapat kecelakaan yang disebabkan oleh peket@apensiun dihari tua
yang jumlahnya dipastikan lebih besar dari pensiang diberikan kepada
aparat desa yang lain yang diambil hanya dari sabdmgpengkok yang ketika
masa kerja didapatkannya. Sedangkan aparat desp Igan tetap pada
kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besartigak menentu
tegantung pada hasil bengkok yang diberikan, tidakdapat tunjangan dan
pensiun tetapi menggantungkan dari hasil benglolg yerkadang hasilnya
sangat minim sekali. Hal ini merupakan sebuah jrka seorang Sekretaris
Desa yang secara struktur merupakan bawahan K&mda, memperoleh
insentif lebih besar daripada atasannya. Kondisnerupakan ancaman bagi
stabilitas dan harmonisasi penyelenggaraan perabént desa. Selain itu
status PNS bagi Sekretaris Desa yang baru mengkbpada desa
dibandingkan dengan perangkat desa yang telah méngekian lama untuk

desa. Dalam hal ini juga akan berdampak pada kirgaia aparat desa yang
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dimungkinkan kinerja aparat desa yang lain akanhlebenurun karena
merasa pekerjaan yang sama bahkan mungkin lebéipi tétsentif yang
didapatkan berbeda, karena merasa ada kesenjangjah diantara mereaka
padahal Sekretaris Desa merupakan aparat desasgeng kedudukannya

dengan aparat desa lain yang tidak diangkat sePagmwai Negeri Sipil.

Akan timbulnya gejala atau tendensi yanggnalikasikan adanya keinginan
pengangkatan perangkat desa menjadi PNS yang mmungkja akan
memuncak menjadi sebuah tuntutan. Apabila tidakkajs segera oleh
Pemerintah, kasus semacam itu dapat melahirkaotéumtigar semua aparat
desa juga diangkat menjadi PNS. Pada tingkat kbegmntertentu akibat rasa
kecemburuan terhadap Sekretaris Desa PNS, haagat daja terjadi karena
kedudukan PNS dianggap lebih menjanjikan dalamkbaéjahteraan aparat
desa. Sebelum diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 20@7batberapa wacana
tidak hanya menjadikan Sekretaris Desa sabagai PiNfnun juga
menjadikan menjadikan Kepala Desa sebagai PNS, mduautersebut tidak
diakomodasi dalam PP Nomor 45 Tahun 2007. Dalamnihgdenulis setuju
apabila hanya Sekretaris Desa saja yang diangkagaePNS, karena apabila
Kepala Desa juga diangkat sebagai PNS maka demakrdssa yang telah
turun temurun akan hilang, hal yang demikian teydurjuga akan
mempengaruhi penataan dan masa jabatan Kepala dpedala nantinya

seorang Kepala Desa dijabat sebagai PNS.
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Hambatan lainnya yaitu tentang adanya keargagar Sekretaris Desa PNS
yang akan bertugas di desa-desa tersebut merupaaang “putra desa”
yang merupakan orang asli atau keturunan masyasstampat. Dengan
alasan bahwa Sekretaris Desa tersebut telah lediigenal kondisi desa dan
dikenal masyarakat, sehingga memudahkan adaptagaddingkungan kerja.
Juga dianggap lebih mencintai desa yang telah wmhetgaah kelahirannya.
Apabila prinsip putra desa ini berkembang, makaatderakibat kepada
hubungan yang tidak harmonis antar Sekretaris REgggan aparat dan
masyarakat desa dengan Sekretaris Desa. Jika &&krBesa PNS di desa
yang bersangkutan bukanlah seorang putra desa akarereka merasa
Sekretaris Desa tersebut tidak menegerti keadaaa deereka dan tidak
sesuai dengan adat istiadat yang mereka milikia sskretarsis desa tersebut
dianggap telah merebut jabatan skeretaris desa lgang yang sebelumya
diduduki oleh putra desa. Walaupun pada kenyataadngetiap desa tidak
selalu tersedia sumber daya manusia (SDM) yang mam&ualifikasi untuk
diangkat menjadi Sekretaris Desa PNS, tetapi tanttérhadap putra desa
masih tetap saja ada, bahkan cenderung lebih kudegh-desa tertentu,

khususnya yang masih hidup dalam suasana pedesadradisional.

Status PNS bagi Sekretaris Desa secaraiseakan menyulitkan control
Kepala Desa terhadap Sekretaris Desa, karena spsii@ogis, Sekretaris

Desa akan lebih taat kepada atasan kepegawaiatalga) hal ini camat atau
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bupati. Perubahan status Sekretaris Desa ters&hot leerpengaruh kepada
aspek pembinaan PNS dan hubungan dengan atasajaisBeabina PNS.
Dualisme atasan bagi Sekretaris Desa PNS ini tgatakan mempengaruhi
loyalitas dan koordinasi yang tidak menentu. Bahkasisi Kepala Desa
cenderung akan dikesampingkan oleh Sekretaris Be&akarena tidak dapat
menggugat status kepegawaian Sekretaris Desa REEbue Hal tersebut
dapat membuka peluang terjadinya konflik antara akepDesa dengan
Sekretaris Desa dalam hal hubungan kerja, apadidakerjanya tidak diatur
dengan rinci dan dilaksanakan secara konsistergn&aadanya duplikasi

komando terhadap Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan sebuah peaghadari
pemerintah. Meskipun sudah diangkat menjadi Pegalegeri Sipil (PNS),
Sekretaris Desa tidak serta merta berdiri sendiapi masih harus tetap
tunduk kepada Kepala Desa sebagai pimpinan tertidggDesa. Para
Sekretaris Desa yang kini menyandang predikat PiNi§adkan untuk tidak
sombong dan tidak merasa bahwa kedudukan PegawgeriNSipil yang
disandangnya membuat kedudukannya lebih tinggi Kepala Desa yang
tidak diangakat menjadi Pegawai Negeri Sipil seppntgdak mau diperintah
Kepala Desa. Secara struktural Kepala Desa ad#delara Sekretaris Desa,
maka dari pada itu seorang Sekretaris Desa meskipdath PNS harus tetap

membantu tugas-tugas Kepala Desa. Jangan kareah dishgkat jadi PNS,
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Sekretaris Desa tidak mau patuh terhadap Kepala Reena Kepala Desa
bukan PNS. Sama seperti di kabupaten, meskipuntBlopkan PNS tetapi
Sekda tetap harus mematuhi aturan Bupatinya. Ddlamstatus sosial,
perubahan Sekretaris Desa menjadi PNS tidak mé&miiiplikasi yang

negatif baik bagi masyarakat maupun bagi SekretBesa itu sendiri.

Masyarakat menganggap bahwa yang diinginkan oletasg Sekretaris Desa
adalah profesionalitas, masyarakat tidak melintdr laelakang pendidikan
maupun latar belakang sosial seorang Sekretaria. D#smentara itu bagi
Sekretaris Desa, perubahan status menjadi PNS mantgenuhi syarat tidak
membuat mereka “jumawa”, melainkan semakin menanseamangat untuk

lebih profesional dalam menjalankan tugas peméramaehar-harinya.

Hambatan yang hanya bersifat admisni§traisalnya ada Sekretaris Desa
yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratang sudah
ditentukan oleh PP Nomor 45 Tahun 2007. Ketika aeprSekretaris Desa
yang sebenarnya memenuhi syarat untuk diangkaggaeB&S namun tidak
mau diangkat dapat dilakukan tindakan administregfupa penghentian
sebagai Sekretaris Desa, namun sebelum pembernheditekukan akan
dilakukan pembinaan terlebih dahulu selama 3 Kalh ®inas terkait. Pada
saat dilakukan penelitian, Bagian Pemerintahan Pesakab Grobogan baru
akan menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Neggrtuk memberikan

pembinaan kepada Sekretaris Desa yang bersangkutan
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4.1.5. Keuntungan Pengisian Sekretaris Desa Oleh PNS

Selain kekurangan dan kendala, pengangkatan Se&rBesa menjadi
Pegawai Negeri Sipil tentu juga memiliki kelebih&eberapa kelebihan dari
pengangkatan itu seperti dikemukakan Drs Eka Agitsaftoro (Kasubbag
Perangkat desa, Bagian Pemerintahan Desa Kabu@atdrogan) beberapa
keuntungan pengisian Sekretaris Desa oleh PNS aiebagkut :

(1).Sekretaris Desa memiliki kepastian kepegawaianglpesilan, serta karier,
sehingga dapat memberikan motivasi untuk berpriesizdam bidang
kepegawaian seorang Sekretaris Desa yang memeypauht dan kemudian
telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akandapatkan status serta
mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Pegawai iN®igdr termasuk
penghasilan dan dana pensiun sesuai dengan padgkatgolongan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48na899 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974aignPokok
Pokok Kepegawaian (UU Pokok Kepegawaian). Dalam katier,
Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan kemudikan tdiangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan galorPengatur Muda
golongan ruang ll/a sehingga setiap 4 tahun akamngkat golongannya
menurut masa kerjanya. sama sekali bukan untuk ndah&an posisi

Kepala Desa. Dengan aturan hukum itu, posisi SakseDesa memiliki
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kepastian kedudukan kepegawaian, dan memberikarivasotuntuk
berprestasi.

(2). Adanya aktor penggerak perubahan di bidang mamsjetan administrasi
Pemerintahan untuk tingkat desa. Sekretaris Desapalkan ujung tombak
pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khusemamghantu Kepala
Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayariaknis
adminsitratif kepada seluruh perangkat desa. TerkgdSekretaris Desa
diposisikan warga sebagai “tempat pelarian” bagigaaterutama warga
yang kurang puas dengan program maupun kebijakag gda. Untuk
itulah Sekretaris Desa harus professional dalamlaksanakan tertib
administrasi di pemerintahan desa.

(3). Adanya aktor penghubung yang dapat menjadi pesanka&bijakan
perubahan yang datang dari Pemerintah desa. Setrakdural dengan
ditempatkannya pemerintah desa sebagai organsamsrptahan langsung
di bawah kecamatan menunjukkan bahwa hubungan deta dengan
supra desa bersifat hierarkis sampai ke tingkatatPuBeran penting
Sekretaris Desa yang dapat mewakili Kepala Desplikiaikan sebagai
media penghubung sesuai dengan tingkatan pememtahengingat
statusnya sebagai PNS, ketika melakukan pengudeiam hal kedinasan

akan lebih fleksibel.
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(4).Semangat kerja bagi Sekretaris Desa yang telahgkB&dmmenjadi PNS
meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan grafik perka@n tingkat kinerja
berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan olgiaB&Pemerintahan
Desa Setda Kabupaten Grobogan. Pengamatan ini adidas pada
meningkatnya kualitas administratif yang berupaofap tahunan yang
diserahkan desa kepada Setda Kabupaten Grobogdeshegan ketepatan
waktu penyerahan yang sesuai jadwal.

Berikut adalah tabel peningkatan ketepatan waktygmhan laporan

tahunan oleh pemerintah desa kepada Setda KbuBabeogan.

Tabel 4.2

Prosentase ketepatan waktu penyerahan laporarataipemerintah des di
Kabupaten Grobogan.

Tahun Prosentase
2007 40%
2008 45%
2009 60%
2010 65%

Sumber: Setda Kabupaten Grobogan Tahun 2011.

Dari ketiga keuntungan pengisian Sekretaris Desla BNS sebagaimana
tersebut di atas, menurut penulis cukup logis nregadi posisi Sekretaris Desa
bisa dikatakan sebagai otak dari penyelenggaraamefgahan Desa. Segala

proses administrasi yang berkaitan denga penyedeagg Pemerintahan Desa
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diatur dan dikendalikan oleh Sekretaris Desa. Dethgda lain bagian sekretariat
Desa adalah dapur penyelenggaraan Pemerintah Desgan demikian wajar

apabila ketentuan tersebut diberlakukan untuk $akseDesa.

Selanjutnya, dilihat dari implikasi terhadap aspssiologis, klausul
berubahnya status Sekretaris Desa menjadi PNS mh@nbergesernya struktur
dari yang sifatnya tradisional menuju ke arah lebibdern. Sebelumnya, status
desa yang informal identik dengan hubungan yansgifaekekeluargaan antara
perangkat desa dengan warganya. Hubungan tersehkitkkaku dipisahkan oleh

sekat yang formalistis.

Berdasarkan penelitian, perubahan status Sekr&asa menjadi PNS di
Kabupaten Grobogan tidak berdampak pada perubabars sosial Sekretaris
Desa. Menurut Suwarto (Sekretaris Desa Desa Nambulkecamatan
Purwodadi), status sosial Sekretaris Desa jamamraesf berbeda dengan
Sekretaris Desa jaman kolonial Belanda atau paatapemjajahan. Kalau jaman
sekarang Sekretaris Desa tidak memiliki statusabosing lebih tinggi dari
masyarakat pada umumnya, dihormati atau tidakngaasg Sekretaris Desa
pada jaman sekarang tergantung dari individu masiaging Sekretaris Desa itu
sendiri dalam bergaul di dalam masyarakat, berpada jaman penjajahan atau
masa kolonial Belanda yang menganggap Sekretarss Bebagai salah satu
jabatan penting di desa sehingga Sekretaris Desalapatkan penghormatan

yang berbeda dari masyarakat bisaa.
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Selanjutnya menurut Parminto (Sekretaris Desa D&samrudung,
Kecamatan Geyer), status Sekretaris Desa PNS agadmtice yang harus
dijaga meskipun tidak mengubah status sosialnykregeis Desa yang sudah
PNS harus bisa menjadi panutan bagi perangkatydegalain dan masyarakat
sekitarnya dan menunjukkan kinerja daerformanceyang baik di mata

masyarakat.

Menurut Suwarto (salah satu tokoh masyarakat diaDesemrudung),
beralihnya status Sekretaris Desa menjadi PNS tibekdampak bagi
masyarakat, bahkan ada sebagian masyarakat yakgniemperhatikan apakah
Sekretaris Desa tersebut PNS ataukah Sekretars ldesa, yang dipentingkan
oleh masyarakat adalah Sekretaris Desa yang ménjdipat melayani

masyarakat secara maksimal.

Dalam hal status sosial, perubahan Sekretaris Besgadi PNS tidak
memiiliki implikasi yang negatif baik bagi masyasakmaupun bagi Sekretaris
Desa itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa glanginkan oleh seorang
Sekretaris Desa adalah profesionalitas, masyatekat melihat latar belakang
pendidikan maupun latar belakang sosial seorangeféels Desa. Sementara itu
bagi Sekretaris Desa, perubahan status menjadiy@hibmemenuhi syarat tidak
membuat merekdjumawa”, melainkan semakin menambah semangat untuk

lebih profesional dalam menjalankan tugas pemédramsehar-harinya.
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Sementara itu dalam proses penerapan PP Nomor BGnT2007 di
Kabupaten Grobogan, secara umum tidak mengalanuilitees karena adanya
kerjasama yang baik antara pihak pemerintah datalseluruh sekdretaris desa
yang ada di Kabupaten Grobogan. Suasana yang kbntkrebuat ringan tugas
Badan Kepegawaian Daerah sebagai badan yang kerugjakukan verifikasi
kelengkapan administrasi di tinggkat daerah, sel&n sambutan positih,
pemahanan dan pengertian yang baik dari para &ekr&tesa atas terbitnya PP
Nomor 45 Tahun 2007 juga memperlancar peneraparyaabupaten

Grobogan.

4.2.4. Analisis Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS

Desa dan Kelurahan merupakan ujung tombak dimarengleat desa
adalah bagian dari birokrasi, yang langsung merkberipelayanan kepada
masyarakat di wilayahnya. Sekretaris Desa bertugaenyelenggarakan
administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakian tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Desa. Sekretaris Desa saregaeran dalam kelancaran
tugas-tugas pemerintahan di desa, oleh karenaaitushkreatif dan inovatif
mengembangkan potensi yang ada di desa masinggnaSiebagai abdi
masyarakat, Sekretaris Desa harus mau berbaur &gamaftat agar benar-benar

mengerti kondisi warganya.
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Pengalihan para Sekretaris Desa untuk menjadi PH&ipakan salah
satu usaha pemerintah pusat untuk meningkatkan hpeitgn dan taraf
kehidupan para Sekretaris Desa, karena Sekretass herupakan perangkat
desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalamgbidaib administrasi

pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan addregiayaan masyarakat

4.2.4.1. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Ditinjau Dari Teori Politik

Hukum

Pengangkatan Sekretaris Desa dengan adanya batasean
mengandung unsur politis, karena masa pensiun BMpa dengan umur 54
tahun sedangkan persyaratan Sekretaris Desa médrijslipada PP No.45
Tahun 2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memuikgki agar Sekretaris
Desa diisi oleh PNS. Seperti kita ketahui bahwauupslitik memang tidak

pernah bisa lepas dari pembentukan hukum.

Dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pedéegairi Sipil
bisa dilihat merupakan sebuah proses politik dingeraerintah daerah akan

lebih kuat dalam mengendalikan pemerintah desa.
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Bagan 4.4

Politik hukum pada pengangkatan Sekdes menjadi PNS

Pemerintahan yang kuat

DPR Rl dan Panja

orma

Norma
Sekretaris Desa,
Pemda .
“| Prov/Kab/Kot pemerintah
rov/tab/iota (Eksekutif)

(Kesejahtefzakretaris Desa)

Kontrol terhadap desa
( Satjipto Raharjo, 1980;27)

Dari skema pengaruh politik dapat digambarkan bapewmerintah

merupakan pemilik kepentingan atatake holderdalam penentuan atau
perubahan status Sekretaris Desa Menjadi PegawgerN8ipil. Legislatif
memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah sistem grértahan yang kuat

dengan pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Peddsgmri Sipil, namun
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disisi lain pemerintah daerah juga berkepentingartulku lebih dapat

mengontrol pemerintah desa yang mulai menjauh.

Kesejahteraan para Sekretaris Desa juga merupakaor flain yang
melatar belakangi perubahan status Sekretaris @2esebut. Meskipun tidak
semua Sekretaris Desa mengalami peningkatan késgjah setelah diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakariuk daerah daerah plus,
gaji yang diterima setelah menjadi Pegawai Negeil fauh lebih rendah dari

hasil penjualan tanah bengkok untuk jabatan Selsdi@sa tersebut.

4.24.2. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Ditinjau Dari Teori
Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memang masih camuit,neEnyak
peraturan-peraturan  hukum yang dalam implementasinynasih
dipertanyakan. Adanya keterbatasan kemampuan sutagarmanusia dalam
menciptakan sebuah peraturan di kalangan legidbatifyak menghasilkan
produk hukum yang hanya bersifat pelengkap safgatdisa diaplikasikan
dalam kehidupan. Adanya kekuatan lain juga merupdiktor mengapa

penegakan hukum di Indonesia tidak mencégbenforcement.
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Bagan 4.5
Teori Joseph Golgstein tentang penegakan hukum

Full enforcement

™~

Kekosongan Sekretaris Desa

Sekretaris
Desa PNS

/ N
Actual enforcement unenforcement area
Pengangkatan Sekretaris Desa bila dilihat eemi Joseph Golgstein
tentang penegakan hukum dapat terlihat dimana petdarea dimana
kebijakan ini tidak dapat diterapkan secarth enforcement pengangkatan
Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil begparh luas terhadap
desa-desa yang para Sekretaris Desanya sudah nkemessa pensiun
ataupun yang telah pensiun. Pemerintah Kabupateobo@an telah
mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten GrobogariON®ahun 2009

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Himu@robogan Nomor
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9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan eambefhentian

Perangkat Desa Pasal 3

(1) Mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipiljaade Sekretaris Desa

adalah :

. Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengusulkan

pengisian kekosongan Sekretaris Desa kepada Bupati
c.qg. Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupatan
Grobogan

. Kepala BKD Kabupaten Grobogan mengusulkan

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk
menjadi Sekretaris Desa kepada Bupati Cq. Kepala
Baperjakat.

. Usulan Kepala BKD Kabupaten Grobogan dibahas

dalam rapat Baperjakat guna mendapatkan
pertimbangan.

. Hasil rapat Baperjakat diserahkan kepada Bupat gun

mendapat persetujuan.

. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat

persetujuan dari Bupati diangkat menjadi Sekretaris
Desa oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
(Perbup No.10 tahun 2009)

Pelaksanaan dari peraturan ini ternyata masih esdr hal ini dapat

terlihat bahwa di wilayah Kabupaten Grobogan mssitlapat 49 desa yang

Sekretaris Desanya kosong atau pensiun. Hal igrelilakan belum pernah

ada pengangkatan Sekretaris Desa baru dari PNS tgdaty memenuhi

persyaratan sebagaimana disebut dalam PeraturaratiB#abupaten

Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang Petunjuk PelaksarPeraturan

Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 TgnPamcalonan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
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Dalam pendekatan yang digunakan dalan studi impitase
kebijakan, kita mulai dari kondisi abstrak dan &eya tentang apakah syarat
agar implementasi kebijakan berhasil? Apakah satdama implementasi
kebijakan berhasil? Menurut George C. Edward, adampat) faktor kritis
atau variabel dalam implementasi kebijakan pubjdiu “communications
(komunikasi) resourcegsumber dayajispotitionatau attitudegqsikap) dan
bureucratic structurgstruktur birokrasi)” (Ekowati, 2009; 37)

Dari pendekatan diatas keterbatasan implementagas#erpengaruh
dengan sumber daya yang ada sebagai salah saiu Kakts dalam variabel
implementasi.

Pentingnya sumber daya meliputi: Ukuran staf dan
dengan perlu keahlian, informasi relevan dan cukup
bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pera@anuh
sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kemgan
menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaiyeara
diharapkan dan fasilitas ( meliputi bangunan, saran
prasarana, tanah dan suplai) yang digunakan untuk
memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak mdmada
akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksan
pelayanan tidak akan dapat diberikan dan perafoeasturan
tidak dapat dikembangkan.(Ekowati, 2009; 39)

Dalam formasi pengangkatan PNS kabupaten Grobaggen tjdak
ada penambahan formasi untuk Sekretaris Desa. gghidalam hal ini
belum bisa diketahui secara pasti bagaimana ketanjtugas Sekretaris

Desa untuk desa-desa yang sekarang telah kosorajapalSekretaris

Desanya.
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4.2.4.3. Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Ditinjau Dari Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan dalam pengangkatanetaeisr Desa
menjadi Pegawai Negeri Sipil bukan hal yang mudalenurut Ruslan
Abdullah keadilan dibagi kedalam empat golongaituyd) keseimbangan,
(2) persamaan dan non diskriminasi, (3) pember@nkepada yang berhak
dan (4)pelimpahan wujud berdasarkan tingkat daawyiddan.

Dalam PP no.45 tahun 2007 untuk Sekretaris Desg yeemenuhi
persyaratan jadi PNS yang berijazah lebih tinggi &.TA maka akan
diangkat menjadi PNS dengan golongan sama denganbexijazah SLTA
yaitu golongan lla. Sedangkan bagi yang memij&zah lebih rendah dari
SLTA maka akan diangkat menjadi PNS dan golongakgan disesuaikan
dengan ijazah yang dimiliki masing-masing.

Mengangkat Sekretaris Desa dengan ijazah Lebdyitidari SLTA
dengan golongan yang sama dengan yang berijazalA $éitu bukan
merupakan sebuah keadilan yang hakiki. Apalagi dittendingkan dengan
yang memiliki ijazah yang lebih rendah dari SLTAamljkat disesuaikan
dengan ijazah yang dimiliki. Dari sini terdapat onkistensi perlakuan
pemberian golongan, dari keempat unsur keadilarurnéfRuslan Abdullah

memang jelas tidak terpenuhi. Ketidak adilan intt@ya menciderai tujuan
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awal dibentuknya hukum untuk mewujudkan rasa keadildalam
masyarakat.
Selai tujuan ada juga yang dinamaka fungsi daruhuktu sendiri.
Menurut Rosco pound, 1954, hukum mempunyai 2 (tlraysi yaitu:
a. Hukum sebagaas a tool of social contradlalam
arti bahwa hukum sebagai alat yang berfungsi
untuk mempertahankan stabilitas.
b. Hukum sebgaias a tool of social engineering
yaitu hukum berfungsi sebagai suatu alat
pembaharuan masyarakat (Purwohadi, 2005;28)
Dalam pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNSiakieguan hukum ini
dapat terlihat dengan jelas yaitu:

(1).sebagai social contro] pengangkatan ini ditujukan untuk
mempertahankan stabilitas Pemerintahan Desa dengara
meningkatkan kontrol Pemerintah Daerah kepada desa.

(2).sebagi social engineering pengangkatan ini diharapkan untuk

mengubah kinerja Sekretaris Desa agar lebih tetibirgstrasi dan

berkualitas tinggi dalam pelaksanaan pelayanarnipubl



BAB 5
PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, neakdip dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :

(1).Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No32 tahun 2004ag Pemerintahan
Daerah, yang mengamanatkan agar Sekretaris Desaotkh PNS telah
dilengkapi dengan PP No.45 tahun 2007 sebagaiysaratPelaksana. Di
Kabupaten Grobogan juga telah dibuat peraturan rukerupa Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan No. 9 Tahun 2006 Tenfagcalonan,
Pengangkatan dan Pemberhetian Perangkat Desa datur®e Bupati
Kabupaten Grobogan No.10 Tahun 2009 Tentang P&tuRglaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tal@6 Zentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Per&regieasebagai tindak
lanjut PP no.45 tahun 2007 tersebut.

(2).Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun t2@@hg Persyaratan
dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Mdpga@diwai Negeri Sipil
sudah dapat dilaksanakan di Kabupaten Grobogarer&sm dalam hal
pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS dilakuk&alui 3 (tiga) tahap,
yaitu tahun 2007, tahun 200s9 dan tahun 2010 semmgan formasi PNS

yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara
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(3).Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS berdakgpeida banyaknya
kekosongan Sekretaris Desa di Kabupaten Grobogah.inH dikarenakan
terbatasnya jumlah PNS yang ada, sedangkan Se&krBesa harus diangkat
dari PNS yang sudah ada dan memenuhi persyaratamerffara itu
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara tidak mieenbrmasi PNS

baru untuk Sekretaris Desa.

5.2. Saran

(1). Kepada Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan rafypma Negara
hendaknya mengeluarkan kebijakan untuk membuata®riPNS baru untuk
menyikapi pengisian Sekretaris Desa oleh PNS

(2).Kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk segengisn kekosongan
Sekretaris Desa yang ada sehingga pelayanan terhadayarakat tidak
terganggu karena adanya kekosongan Sekretaris Desa.

(3).Kepada para Sekretaris Desa yang akan dan yang diatagkat sebagai PNS
maupun Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syabagsi PNS untuk tetap
melaksanakan kinerjanya secara optimal dan praofakidalam melayani

masyarakat
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Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahu@9Ientang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokJPEkpegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 TahumZDéntang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor BW&nt&007 Tentang Persyaratan
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentasg Berturan Menteri Dalam
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Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 TaB08 Tentang Susunan,
Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Fekwaierah Dan
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gavbog

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2008tahen Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Organisasi eBelat Daerah
Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No0.10 Tahun9 206ntang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten GrobogamrN®rahun 2006
Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan PemberhBet@amgkat Desa.



109
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